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PERAN NATIONAL CENTRAL BUREAU – INTERNATIONAL POLICE (NCB-INTERPOL) MENGATASI HUMAN TRAFFICKING DI DAERAH PERBATASAN
Perdagangan orang (human trafficking) merupakan kejahatan transnasional serius yang kerap memanfaatkan celah wilayah perbatasan, khususnya di kawasan Indonesia–Malaysia. Dalam konteks ini, National Central Bureau – Interpol (NCB-Interpol) hadir sebagai mekanisme koordinasi internasional antarkepolisian nasional untuk mengatasi tantangan penegakan hukum lintas batas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis NCB-Interpol Indonesia dan NCB Bukit Aman Malaysia dalam upaya pemberantasan human trafficking di wilayah perbatasan, serta mengevaluasi efektivitas kerja sama yang telah dibangun. NCB-Interpol berfungsi sebagai enabler kunci melalui pertukaran intelijen real-time, penerbitan notice internasional (seperti Red Notice dan Yellow Notice), dan fasilitasi kerja sama operasional melalui sistem database global I-24/7. Kerja sama bilateral diperkuat melalui forum seperti Gabungan Border Committee (GBC) dan Combined Operations Command Centre (COCC). Namun, efektivitas NCB-Interpol sangat bergantung pada sinergi antara komitmen politik nasional, kapasitas institusi di lapangan, dan koordinasi multilateral yang berkelanjutan.  NCB-Interpol memainkan peran strategis dan tak tergantikan dalam arsitektur keamanan transnasional, khususnya dalam memerangi human trafficking. Keberhasilannya bukan hanya ditentukan oleh kapasitas teknis dan sistem informasi, tetapi terutama oleh kekuatan kolaborasi antarnegara dan integrasi kebijakan di tingkat lokal-perbatasan
Kata kunci: National Central Bureau, Interpol, human trafficking, perbatasan, kejahatan transnasional, kerja sama kepolisian
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Pada saat ini, perdagangan bukan hanya barang dan jasa yang dilakukan tetapi adanya perdagangan berupa manusia atau disebut human trafficking yang berupa perekrutan, atau penerimaan orang melalui kekerasaan dengan tujuan mengeksploitasi untuk mendapatkan keuntungan.[footnoteRef:1] Definisi human trafficking terus berkembang hingga ditetapkan sebuah protokol mengenai penghapusan perdagangan perempuan dan anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam beberapa buku referensi disebutkan bahwa korban perdagangan manusia hanya mencakup anak-anak dan perempuan. [1:  United Nations, Office on Drugs and Crime, Human Trafficking, https://www.unodc.org/unodc/en/human-Trafficking/Human-Trafficking.html Diakses Pada tanggal 03 Februari 2025, Pukul 09 : 20 Wita ] 

Pada beberapa kasus terutama di Indonesia, kenyataannya korban human trafficking juga termasuk eksploitasi yang terjadi pada laki-laki dari kerja paksa ditemukan hampir disemua sektor pekerjaan, termasuk pertambangan, kehutanan, konstruksi, perawatan kesehatan, pabrik, perhotelan dan pertanian.[footnoteRef:2] Defenisi ini memberikan gambaran bahwa tujuan eksploitasi termasuk kerja paksa, sering terjadi akibat dari perdagangan orang (atau perdagangan manusia).[footnoteRef:3] [2:  US Departemen Of state, Assistant Male Survivors Of Human Trafficking  https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/Assisting-Male-Survivors-of-Human-Trafficking.pdf, Di akses Pada tanggal 03 Februari 2025, Pukul 10 : 00 Wita ]  [3:   Andrees Beate, Kerja Paksa dan Perdagangan Orang Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan, Jakarta: International Labour Organization, 2014] 

Pada beberapa kasus, human trafficking kerap muncul di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Indonesia adalah  salah satu negara yang memiliki banyak garis perbatasan dengan negara-negara terdekat yang berada di darat maupun di laut. Di darat, Indonesia berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste, sedangkan dil laut, negara ini berbatasan dengan India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor leste.[footnoteRef:4] Dengan wilayah perbatasan yang banyak, permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan juga menjadi resiko bagi suatu negara yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara yang mana disebut sebagai kejahatan Transnasional, salah satu contohnya adalah human trafficking atau Perdagangan Manusia.[footnoteRef:5]  [4:  Subdirektorat batas antar Negara dan pulau-pulau terluar gelar fgd kerjasama batas negara di wilayah darat, https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/ , Di akses pada 27 Januari 2025, pukul 20.12 Wita]  [5: Kemlu,TransnasionalCrime, https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime di Akses pada 27 Januari 2025 pukul 21.05] 

Perdagangan manusia bukanlah kejahatan biasa, melainkan kejahatan transnasional yang terorganisir, sehingga dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional.[footnoteRef:6] Perdagangan manusia adalah masalah yang sangat rumit dan sensitif yang menempatkan perempuan dan anak-anak dalam bahaya di berbagai belahan dunia. Maka dijelaskan dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), sebagai bentuk komitmen dan keseriusan negara dalam menangani kasus perdagangan orang. [6: Ari Trimansyah Purba, Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), h. 31] 

   Maka dari itu beberapa negara-negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan bantuan berupa kerjasama terhadap permasalahan tersebut dengan berbagai organisasi internasional. Selain itu, Tindakan terhadap pelaku perdagangan manusia memerlukan kerjasama antarnegara dimana hal ini bisa berupa Ekstradisi. Ekstradisi membantu memastikan bahwa para pelaku perdagangan manusia tidak dapat menghindari keadilan dengan melarikan diri ke negara yang tidak memiliki hukum yang ketat atau kerja sama penegakan hukum yang kuat.[footnoteRef:7] [7:  Qothrunnada Yumna Dzahabiyyah, Pelaksanaan perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dengan Australia Mengenai Kasus Penyeludupan Manusia, h.13] 

Kesadaran akan signifikansinya interaksi antara negara yang dikenal sebagai hubungan internasional, di tengah permasalahan bersama yang membutuhkan solusi kolaboratif, menjadikan Indonesia sebagai salah satu anggota dalam sebuah organisasi global yang disebut National Central Bureau -International police (NCB-Interpol) atau yang lebih dikenal sebagai Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional atau Internationa Criminal Police Oranization Interpol (ICPO Interpol) pada tahun 1954 berdasarkan keputusan Perdana Meteri RI Nomor : Kep/PM/245/X/1954. [footnoteRef:8]  [8:  NCB-Interpol Indonesia, Profil NCB Interpol https://interpol.go.id/profil.php Diakses pada tanggal 27 Januari 2025, Pukul 22.30 Wita] 

 Melaksanakan tugas dan tanggung Jawabnya NCB - Interpol Indonesia melakukan kerjasama internasional dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional,[footnoteRef:9] kerjasama ini disesuaikan kembali berdasarkan putusan yang terdapat dalam kongres 1923 yang di laksanakan di wina. NCB - Interpol menganggap kasus perdagangan manusia ini dinyatakan sebagai isu keamanan nontradisional atau sering dikenal sebagai isu keamanan manusia di berbagai negara di dunia ini, terutama di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia.[footnoteRef:10] Pemerintah Indonesia juga menjalin kemitraan dengan Organisasi Polisi Kriminal Internasional atau yang dikenal sebagai NCB-Interpol pusat uang berlokasi di Prancis sejak resmi bergabung pada tahun 1945, terkait upaya menangani kejahatan lintas negara disebabkan oleeh kurangnya fasilitas, infrastruktur, dan pengetahuan di Inonesia.  [9:  NCB-Interpol Indonesia, Tugas dan Fungsi NCB-Interpol https://interpol.go.id/tugasdanfungsi.php Di akses pada tanggal 04 Oktober 2024, Pukul 22.25 Wita ]  [10:  Cantry Radhatyas Kusumaningrum, Iskandar Wibawa, Kejahatan Transnasional Perdagangan Orang (studi perbandingan pengaturan di Amerika Serikat dan di Indonesia), Action Research Literate, 1 Vol. 8, No. 5, Mei 2024, h. 7] 

Upaya yang dilakukan oleh NCB-Interpol dalam menangani human trafficking di Indonesia  sedang melakukan penempatan atas Kepolisian disingkat ATPOL yang saat ini sudah ditempatkan di tujuh negara, yaitu Malaysia, Australia, Saudi Arabia, Thailand, Filipina, Timor Leste dan Amerika Serikat. Di masa mendatang, direncanakan bahwa proses penempatan ATPOL akan dilakukan di Singapura, Hong Kong, Belanda, China, dan beberapa negera lainnya. Sementara itu, Staf Teknis saat ini sudah ditempatkan di Penang, Kuching dan Tawao yang semuanya berada di Malayasia.[footnoteRef:11]  [11:  Ibid] 

Berdasarkan data yang penulis akses bahwa kepolisian Indonesia bekerjasama dengan NCB-Interpol dalam mengatasi kasus perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang dengan adanya 722 laporan polisi  pada unit Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Periode 5 Juni – 27 Juli 2023, dan terdapat 865 tersangka dengan jumlah paling banyak berasal dari Jawa Barat dengan jumlah 107 tersangka. Dari data tersebut juga terdapat laporan polisi yang masuk yaitu berasal dari daerah Jawa Barat 35 Laporan, dengan jumlah korban 2.195 orang, dan korban terbanyak dari Kalimantan Utara sejumlah 233 Korban.[footnoteRef:12]  [12:  Cindy Frishanti, Polisi Indonesia Bekerja sama dengan Interpol Tangani Kasus TPPO, https://www.antaranews.com/berita/3657261/polisi-indonesia-bekerja-sama-dengan-interpol-tangani-kasus-tppo#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%20-%20Kepala%20Unit%20Tindak%20Pidana%20Perdagangan%20Orang%20(TPPO), Diakses pada Tanggal 3 Februari 2024, Pukul 12.42 WITA ] 

Maka NCB-Interpol dapat dikatakan sebagai organisasi fungsional sesuai fungsi yang dijalankannya diseluruh negara anggota NBC-Interpol  termasuk di Indonesia dalam hal penanggulangan kejahatatan perdagangan manusia.[footnoteRef:13] Namun, Belum adanya aturan Secara spesifik dalam undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang mengatur secara eksplisit tentang "keanggotaan menjadi anggota Interpol" dalam arti individu. Dalam hal ini, UU Polri memberikan dasar hukum yang kuat bagi Polri untuk melakukan kerjasama internasional, yang mencakup kerjasama dengan Interpol. [13:  NCB Interpol Indonesia, Tugas dan Fungsi, https://interpol.go.id/tugasdanfungsi.php di Akses pada tanggal 04 Februari 2025, Pukul 22.30 Wita ] 

Dalam hal ini penulis melihat bahwasannya masih ada pelanggaran hukum yang memberikan dampak buruk terhadap Kompleksitas penegakan hukum bagi Indonesia. Peristiwa ini layak untuk dianalisis dikarenakan mencerminkan sikap Indonesia dalam melakukan penegakan hukum atas kasus Perdagangan orang yang menyebabkan pelanggaran akan Hak Asasi Manusia. Selain itu, memberikan kerangka pedoman untuk menanggani kasus pelanggaran human trafficking yang melibatkan antar negara yang saling berbatasan langsung serta solusi bagi para korban dan hukum terhadap para pelaku perdagangan manusia dengan.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai aspek human trafficking dengan menganalisis terkait langkah yang di ambil NCB-Interpol Indonesia dalam proses penegakan hukum apakah sudah sesuai dengan ketentuan Konvensi wina 1923, serta instrumen hukum internasional lainnya yang mengatur terhadap keanggotaan setiap interpol, dengan judul penelitian “Peran National Central Beruau - International police (NCB-INTERPOL) Mengatasi Human Trafficking Di Daerah Perbatasan”.
[bookmark: _Toc188977340][bookmark: _Toc192540157][bookmark: _Toc203068737][bookmark: _Toc209393784]Rumusan Masalah 
Berbadasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana Perjanjian International antara Interational police (Interpol) dengan negara anggota dalam menangani kasus human trafficking ?
2. Bagaimana peran NCB-Interpol Indonesia dan Malaysia terkait Kasus human trafficking di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia?
[bookmark: _Toc188977341][bookmark: _Toc192540158][bookmark: _Toc203068738][bookmark: _Toc209393785]Tujuan Penelitian
Tujuan dan kegunaan dalam melaksanakan penelitian akademisyang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah melakukan identifikasi dan mengetahui bagaimana Perjanjian Internasional antara Interpol dengan negara anggota dalam menangani kasus human trafficking,  serta Bagaimana peran NCB-Interpol Indonesia dan Malaysia terkait Kasus human trafficking di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia?
[bookmark: _Toc188977342][bookmark: _Toc192540159][bookmark: _Toc203068739][bookmark: _Toc209393786]Manfaat Penelitian 
Manfaat Penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut:
1. [bookmark: _Toc188970327][bookmark: _Toc188977343][bookmark: _Toc189689881][bookmark: _Toc189693947][bookmark: _Toc189772273][bookmark: _Toc190554716][bookmark: _Toc192026108][bookmark: _Toc192193847][bookmark: _Toc192540160][bookmark: _Toc203068740][bookmark: _Toc203070766][bookmark: _Toc205200171][bookmark: _Toc205200274][bookmark: _Toc205753743][bookmark: _Toc205765665][bookmark: _Toc209393787]Secara Teoritis 
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam membangun dan mengembangkan Ilmu Hukum Internasional khusunya di dalam bidang peran NCB-Interpol dalam Permasalahan Human Trafficking di daerah perbatasan.
2. Secara Praktis 
a. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat dalam hal penegakan kasus human trafficking serta pentingnya pengoptimalan terhadap peran lembaga Interpol dalam mengatasi Kasus human trafficking.
b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bukti bahwa keterlibatan dan peran Interpol sebagai organisasi yang mengatasi permasalahan human trafficking dapat di lihat dari berbagai Faktor yang ada.






  
[bookmark: _Toc188977344][bookmark: _Toc192540161][bookmark: _Toc203068741]
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[bookmark: _Toc209393788]BAB ll
[bookmark: _Toc188212762][bookmark: _Toc188216023][bookmark: _Toc188263554][bookmark: _Toc188970042][bookmark: _Toc188970329][bookmark: _Toc188977345][bookmark: _Toc189689883][bookmark: _Toc189693949][bookmark: _Toc189772275][bookmark: _Toc190554718][bookmark: _Toc192026110][bookmark: _Toc192193849][bookmark: _Toc192540162][bookmark: _Toc203068742][bookmark: _Toc203070768][bookmark: _Toc205200276][bookmark: _Toc205753745][bookmark: _Toc205765667][bookmark: _Toc209393789]LANDASAN KONSEPTUAL
A. [bookmark: _Toc188977346][bookmark: _Toc192540163][bookmark: _Toc203068743][bookmark: _Toc209393790]Konsep human trafficking
1. [bookmark: _Toc192540164][bookmark: _Toc203068744][bookmark: _Toc209393791]Human trafficking berdasarkan Konteks Hukum Internasional 
Hukum internasional sebagaimana dijelaskan oleh Moctar Kusumaatmadja, adalah seperangkat prinsip dan kaidah hukum yang mengatur segala interaksi atau permasalahan lintas negara. Ini mencakup hubungan antarnegara yang bukan bersifat privat.[footnoteRef:14] Salah satu implementasi penting hukum internasional adalah pelarangan perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah kejahatan yang serius. Ini seringkali melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban. Pelarangan ini memiliki makna ganda. Pertama, ia mengintegrasikan hukum internasional ke dalam hukum nasional. Kedua, ia menjadi landasan yang kuat untuk mengakhiri praktik keji ini.  [14:  Kusumaatmadja Mochtar, Agoes etty R, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta : P.T. ALUMNI,  1997. h 1-2] 

Indonesia telah mengambil langkah konkret dalam hal ini tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) atau yang dikenal juga sebagai Konvensi Palermo Tahun 2000.[footnoteRef:15] Pengesahan Konvensi Palermo menunjukkan komitmen Indonesia. Negara ini serius dalam memerangi perdagangan manusia. Ini bukan sekadar kewajiban internasional. Ini adalah upaya perlindungan terhadap warga negara. Terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Hukum domestik Indonesia kini selaras dengan standar global. Ini memfasilitasi penegakan hukum yang lebih efektif. Penegakan hukum yang efektif sangat dibutuhkan. Kejahatan ini membutuhkan respon yang kuat. [15:  Gabrielle Valentia Putri Sahetapy , Efie Baadila, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia, SANISA : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 2 No. 1 April 2022, h. 35] 

Beberapa konvensi Internasional, salah satunya Convention for thesuppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Other menjelaskan bahwa : Mengingat bahwa prostitusi dan kejahatan yang menyertainya berupa perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi tidak sesuai dengan martabat dan nilai manusia dan membahayakan kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat. Maka harus adanya pengaturan terkait pemberantasan perdagangan perempuan dan anak berdasarkan beberapa perjanjian[footnoteRef:16] : [16:  General Assembly resolution 317 (IV), Convention for the suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Other 1951, Preamble ] 

a. Perjanjian Internasional tanggal 18 Mei 1904 tentang Pemberantasan Perdagangan Budak Kulit Putih, sebagaimana diubah dengan Protokol yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 3 Desember 1948.
International Agreement of 18 May 1904 for the Suppression of the White Slave Traffic, as amended by the Protocol approved by the General Assembly of the United Nations on 3 December 1948,  

b. Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 tentang Pemberantasan Perdagangan Budak Kulit Putih, sebagaimana diubah dengan Protokol tersebut di atas.
International Convention of 4 May 1910 for the Suppression of the White Slave Traffic, as amended by the above-mentioned Protocol,

c. Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, sebagaimana diubah dengan Protokol yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Oktober 1947,
International Convention of 30 September 1921 for the Suppression of the Traffic in Women and Children, as amended by the Protocol approved by the General Assembly of the United Nations on 20 October 1947,

d. Konvensi Internasional tanggal 11 Oktober 1933 tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan yang Sudah Dewasa, sebagaimana diubah dengan Protokol tersebut,
International Convention of 11 October 1933 for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age, as amended by the aforesaid Protocol, 

Konvensi PBB, Pasal 3 butir a dari Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, sebagai Tambahan terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional, dijelaskan bahwa: "Perdagangan orang" berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentukbentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, paling tidak eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, kerja rodi atau pengambilan organ tubuh.”[footnoteRef:17] [17:   Universal Instrument, United Nations Human Right, Protocol to Prevent, Suppress and punish Trafficking in Persone Especially Women and Childern, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons Di Akses Pada Tanggal 04 Februari 2025, Pukul 16 : 00 Wita] 

"Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”

Internasional Organizaton for Migration menjelaskan bahwa para pelaku dari perdagangan manusia ini memanfaatkan kerugian berupa material, sosial, dan ekonomi yang meluas serta keadaan yang diakibatkan oleh adanya keadaan darurat. Krisis kemanusiaan ini tidak hanya mengintensifkan tren perdagangan manusia yang sudah ada, tetapi juga dapat menyebabkan bentuk bentuk perdagangan manusia yang baru. Organisasi Internasional untuk migrasi menjelaskan bahwa Perdagangan Manusia merupakan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang berdampak pada pria, wanita, dan anak-anak di seluruh dunia, baik di masa damai maupun selama konflik dan bencana.[footnoteRef:18] [18:  IOM.org, Counter Trafficking, https://www.iom.int/counter-trafficking, Diakses pada tanggal 9 Februari 2025, pukul 00.22 Wita] 

Buku 6 Organisasi Perburuhan International Mengenai Perdagangan Wanita dan anak perempuan menyatakan bahwa perempuan migran dan anak perempuan juga menghadapi kemungkinan lebih besar untuk menjadi korban perdagangan dibandingkan dengan pria dan anak laki-laki. Selain itu, Organisasi Perburuhan Internasional juga menyebutkan bahwa individu tersebut tidak dipekerjakan atau ditempatkan untuk digunakan oleh individu secara pribadi, perusahaan, kelompok berdasarkan pasal 2 yang berkaitan dengan konvensi Nomer 29 tahun 1930 mengenai kerja Paksa dan Wajib Kerja.
2. [bookmark: _Toc192540165][bookmark: _Toc203068745][bookmark: _Toc209393792]Berdasarkan Konteks Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia 
Di Indonesia Berdasarkan Konteks Undang- undang, Perdagangan Orang diatur secara komprehensif dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007  PTPPO. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomer 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dinyatakan :  
“Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan, pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan, atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan   kekerasan,   penculikan,   penyekapan, pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.
Bentuknya bisa bermacam-macam, termasuk kerja paksa, eksploitasi seksual, dan pengambilan organ tubuh. Para korban sering kali diiming-imingi dengan janji-janji palsu tentang pekerjaan atau peluang, hanya untuk menemukan diri mereka terjebak dalam situasi pelecehan dan eksploitasi. Perdagangan orang sering digambarkan sebagai kejahatan terorganisir atau dalam hubungannya dengan kejahatan migrasi internasional.[footnoteRef:19] Baik laki-laki maupun wanita dapat mengalami peristiwa perdagangan manusia,  tetapi mayoritas korban di seluruh dunia adalah Wanita dewasa dan anak perempuan, yang sebagian besar dijadikan onjek dalam perdagangan untuk eksploitasi seksual. Pada Pasal 1 Angka (7) UU PTPPO mendefenisikan eksploitasi sebagai jenis kejahatan dalam konteks perdagangan manusia, namun tidak terbatas pada prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, Kerja paksa atau perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan atau pengambilan organ. Sehingga, UU PTPPO mencakup beragam jenis perdagangan orang, termasuk perdagangan domestic serta lintas negara.  [19:  NCB-Interpol. Human Trafficking and migrant smuggling, https://www.interpol.int/Crimes/Human-trafficking-and-migrant-smuggling, Di akses pada tanggal 5 Februari, Pukul 04.15 WITA ] 

Maka Mendefinisikan human trafficking adalah bentuk-bentuk eksploitasi, dan sanksi bagi pelaku.[footnoteRef:20] Untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai perdagangan orang, harus ada unsur perekrutan, pengangkutan, cara melanggar hukum, dan tujuan eksploitasi. Korban utama adalah perempuan dan anak perempuan. Menurut David Wyatt, faktor human trafficking atau perdagangan orang bukan lah Kemiskinan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya human trafficking (perdagangan manusia) karena bersatunya berbagai faktor katalis yang mendorong kemiskinan dan berbagai penyebab struktural seperti pendidikan yang rendah, rendahnya penegakan hukum, kelaparan, dan komitmen negara yang rendah untuk membebaskan warganya dari perdagangan manusia. [footnoteRef:21]  [20:  Siti Rumla, Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia, Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi, Vol. 1 No. 2, (2021). h.95]  [21:  Kompas.com, Kemiskinan Bukan Menjadi Penyebab Perdagangan manusia https://biz.kompas.com/read/2011/06/06/21111178/kemiskinan.bukan.menjadi.penyebab, Di akses pada tanggal 05 Februari 2025, Pukul 16 : 30 Wita ] 

Hukum nasional, termasuk berbagai konvensi yang meratifikasi penghapusan perdagangan orang, tekanan pentingnya integrasi antara hukum internasional dan hukum, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTTPO di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang jenis pidana berupa, adanya pidana pokok yaitu pidana penjara dengan penjara 3 tahun atau maksimal seumur hidup yang mengakibatkan korban jiwa, pidana denda, pidana tambahan dengan pencabutan hak-hak tertentu serta pemberatan pidana.[footnoteRef:22] UU PTTPO juga mengatur tentang tindakan yang dilarang sebagai perdagangan orang mencakup perairan, transportasi, dan eksploitasi, yang sering kali dilakukan melalui cara-cara ilegal. Selain itu, UU PTPPO juga mengatur bagaimana sanksi Pidana yang berat bagi pelak PTPPO, dengan ancaman hukum penjara dan dengan yang signifikan serta perlindungan bagi korban yang termasuk dalam rehabilitasi, bantuan hukum dan perlindungan dari ancaman.  [22:  M. Ilham Wira Pratama, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penganggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Fakta Hukum, Vol. 1 No.2 (2023) : 59-73. h.67] 

1. [bookmark: _Toc209393793]National Central Bureu – International Police (NCB-Interpol)
Organisasi Polisi Kriminal Internasional, yang lebih dikenal luas dengan Interpol, merupakan sebuah badan internasional yang fundamental. Pendiriannya terjadi pada tahun 1923. Tujuan utamanya adalah mendorong kerja sama yang erat. Kerja sama ini melibatkan badan kepolisian dari berbagai negara di seluruh dunia. Fokus utama Interpol adalah pada pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang melintasi batas-batas negara. Kejahatan semacam ini seringkali memerlukan koordinasi cepat. Saat ini, keanggotaan Interpol mencakup 195 negara. Ini menunjukkan jangkauan global yang sangat luas. Kantor pusatnya terletak di Lyon, Prancis. Lokasi ini strategis untuk operasionalnya. Dengan jumlah anggota yang begitu besar, Interpol menjadi jaringan kerja yang sama penegakan hukum internasional terbesar yang ada. Jaringan ini memfasilitasi pertukaran informasi penting. Informasi tersebut mencakup data kriminal, metode pelaku, dan buronan internasional. Interpol menyediakan berbagai alat dan layanan. Ini membantu negara anggota dalam memerangi kejahatan. 
Contohnya adalah basis data sidik jari dan DNA. Ada juga sistem peringatan global, sistem ini disebut "Pemberitahuan". Pemberitahuan ini digunakan untuk menyebarkan informasi tentang kejahatan atau orang hilang. Peran interpol sangat krusial dalam menghadapi tantangan keamanan modern. Kejahatan seperti terorisme, perdagangan manusia, narkotika, dan kejahatan siber tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi suatu keharusan. Interpol bertindak sebagai penghubung penting. Organisasi ini memungkinkan polisi dari negara yang berbeda untuk bekerja sama secara efektif. Mereka dapat berbagi intelijen dan melakukan operasi bersama. Ini sangat membantu dalam menangkap pelaku kejahatan. Pelaku tersebut seringkali mencoba bersembunyi di negara lain. Keberadaan Interpol memastikan bahwa para penjahat tidak dapat memanfaatkan perbedaan hukum antar negara. Interpol menjadi garda terdepan dalam upaya global melawan kejahatan transnasional. 
International Criminal Police Organization (ICPO Interpol) merupakan organisasi kepolisian internasional dan lembaga penegak hukum internasional, yang berperan dalam mengatasi masalah kejahatan dan pelanggaran hukum internasional.[footnoteRef:23] Untuk menjelaskan peran NCB-Interpol dalam mengatasi human trafficking di Indonesia khususnya daerah perbatasan, maka saya akan menggunakan penjelasan dari peran NCB-Interpol berdasakan peran organisasi internasional. Organisasi Internasional merupakan perkumpulan yang terbentuk [23:  Christien Pristi Gresilo Putri Amanda, Kedudukan International Criminal Policeb Organization(ICPO-Interpol) dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia, Vol 1, No 1 (2021), h. 388 ] 

dan didukung oleh beberapa negara sesuai dengan kemauan mereka, dengan tujuan utama untuk menjaga perdamaian dunia dalam konteks hubungan internasional.[footnoteRef:24]  [24:  Nadila Auludya Rahma Putr, Vini Oktaviani, Soni Akhmad Nulhaqim, “Upaya Organisasi Internasional Menangani Krisis Kemanusiaan Di Yaman” Jurnal Kolaborasi Konflik , Vol 4, Nomor 2 (2022), h. 164] 

Untuk mengatasi masalah global, organisasi internasional hadir dalam sistem internasional, dengan fokus pada negara-negara yang bekerja sama di bawah PBB. Pada konvensi wina 1986 juga menyebutkan bahwa organisasi internasional merupakan organisasi antar pemerintah maka hal ini menegaskan bahwa perselisihan mengenai perjanjian, seperti perselisihan internasional lainnya, harus diselesaikan, sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan cara damai dan sesuai dengan asas keadilan dan hukum internasional. atas dasar tersebut maka fungsi organisasi internasional sebagai wadah kerjasama antar negara yang memiliki kedudukan, fungsi dan kekuasaan hukum, dalam arti bahwa organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum dalam hukum internasional.[footnoteRef:25]  [25:   Ade Tiara Puteri Cornelesz, Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional, Vol. VI/No. 6, h.21] 

NCB-Interpol atau Biro Pusat Nasional Kepolisian Internasional, memiliki peran krusial dalam tatanan keamanan global. Fungsi utamanya meliputi fasilitasi pertukaran informasi intelijen antar negara. Ini penting untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan lintas batas. NCB-Interpol bertindak sebagai penghubung utama. Selain itu, NCB-Interpol bertanggung jawab atas pelaksanaan Red Notice. Red Notice adalah permintaan resmi kepada seluruh negara anggota NCB-Interpol, dalam hal ini untuk mencari dan menahan individu yang dicari. Ini mencakup buronan yang melarikan diri dari satu negara ke negara lain. Contohnya, seseorang yang melakukan penipuan di Eropa dan melarikan diri ke Asia.
NCB-Interpol juga mengoordinasikan operasi gabungan. Operasi ini menargetkan kejahatan transnasional yang kompleks. Ini termasuk perdagangan manusia yang melibatkan banyak negara. Perdagangan narkotika internasional juga menjadi fokus utama. Kejahatan siber yang dampaknya mendunia memerlukan respons terpadu. Misalnya, serangan siber yang berasal dari satu benua tetapi merusak infrastruktur di benua lain. Di Indonesia, NCB-Interpol beroperasi di bawah naungan Direktorat Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Direktorat ini memiliki mandat dan tanggung jawab spesifik. Mereka ditugaskan untuk melaksanakan seluruh fungsi NCB-Interpol. Penempatan ini memastikan bahwa POLRI memiliki kapasitas. Kapasitas ini untuk mencapai kerjasama internasional secara efektif. Ini dalam memerangi kejahatan yang tidak mengenal batas geografis.
[bookmark: _Toc192540166][bookmark: _Toc203068746][bookmark: _Toc209393794]Kejahatan Transnasional
Menurut Organisasi Internasional Europol, menjelaskan bahwa Perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan modern. Perdagangan manusia sering kali bersifat transnasional dan korbannya terdiri dari kedua jenis kelamin dan segala usia.[footnoteRef:26] Terkait aktivitas kriminal yang melintasi batas negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kejahatan transnasional pada tahun 1990. Ini mencakup kejahatan seperti pencucian uang, terorisme, pencurian kekayaan seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, kejahatan lingkungan, penyelundupan senjata, pembajakan pesawat terbang, perompakan, perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh, kejahatan perbankan, korupsi, dan penggelapan dana publik.[footnoteRef:27] Kejahatan terorganisir lintas batas, juga dikenal sebagai kejahatan transnasional, merujuk pada bentuk kejahatan terstruktur yang beroperasi di berbagai negara dan melibatkan jaringan atau kelompok untuk merencanakan serta melaksanakan tindakan melanggar hukum atau kegiatan ekonomi. Umumnya, operasi kejahatan lintas negara memanfaatkan kelemahan dalam sistem keamanan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.  [26:  Human Trafficking, https://www.stopvaw.org/human_trafficking_2. Di akses pada Tanggal 05 Februari 2025, Pukul 17 : 23 Wita]  [27:  Retno Hariati, Irwan Triadi Tantangan Penegakan Hukum pada Tindak kejahatan Transnasional di Kawasan Perbatsan Laut Indonesia, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 4 No 1, h.2] 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention   against   Transnational   Organized   Crime atau   Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana     Transnasional  yang  Terorganisasi, Menyatakan bahwa tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan:
1. Dilebih dari satu wilayah negara; 
2. Di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
3.  Di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau 
4. Di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.
Menurut Indonesian Transnational Crime Center (TNCC), konsep "lintas Negara" tidak terbatas hanya pada kejahatan yang melibatkan perpindahan fisik melintasi batas suatu negara. Definisi ini lebih komprehensif, mencakup aspek kejahatan yang menjadikan perlintasan batas sebagai elemen kunci dalam  pelaksanaan aktivitas kriminal mereka.[footnoteRef:28] Kejahatan transnasional punya banyak definisi. Ini muncul karena latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kepentingan yang berbeda. Para ahli sering membuat rumusan sendiri tentang kejahatan transnasional dan radikalisme. Definisi ini sangat beragam. Tapi, secara umum, ada kata kunci utama yang bisa jadi panduan. [28:  Gumelar, Muhammad Ilham. Peran Keimigrasian Terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisir (Transnational Organized Crime), Tim Politeknik Imigrasi, PT Dewangga Energi Internasional , 2023. h.29] 

Pertama, kejahatan transnasional adalah suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan. Kedua, perbuatan itu melibatkan lintas negara. Bayangkan perdagangan manusia. Pelaku biasanya berpindah dari satu negara ke negara lain. Mereka memanfaatkan batas wilayah untuk menghindari hukum. Contoh lain adalah penyelundupan narkoba. Barang haram ini dikirim melalui jalur darat, laut, atau udara antar benua.
kejahatan semacam itu sulit ditangani di satu negara saja. Laporan PBB tahun 2023 katat, kerugian global dari kejahatan transnasional mencapai triliunan dolar. Ahli seperti Jay Albanese, pakar kriminologi, mengatakan bahwa lintas batas membuat polisi kesulitan koordinasi. Ia tekankan, kejahatan ini tidak mengenal wilayah. Radikalisme pun terkait. Ia bisa mendorong aksi lintas negara, seperti ancaman teroris online. Definisi bervariasi karena budaya dan hukum tiap negara berbeda. Misal, di Eropa, radikalisme sering dilihat dari ekstremisme agama. Di Asia, bisa dari konflik etnis. Tapi intinya tetap sama: perbuatan buruk yang nyebrang batas.
D. [bookmark: _Toc192540168][bookmark: _Toc203068747][bookmark: _Toc209393795]Wilayah Perbatasan di Indonesia
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara menjelaskan definisi tentang kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Menurut beberapa pakar hukum internasional yaitu Green NA Maryan, Shaw Malcolm, JG Starke, dan Burhan Tsani, perbatasan negara diartikan sebagai batas terluar wilayah dari suatu negara berupa garis imajiner yang memisahkan wilayah negara satu dengan lainnya baik di darat, laut, maupun udara dimana perbatasan tersebut dapat dikategorikan dalam dua terminologi yaitu “Border Zone” (zona perbatasan) dan “Customs Free Zone” (zona bebas kepabeanan).[footnoteRef:29]  [29:  Niki Sayekti, Perbatasan Dalam Studi Hubungan Internasional https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/16?title=Perbatasan+dalam+Studi+Hubungan+Internasional Di Akses Pada Tanggal 08 Februari 2025 Pukul 22.00 Wita ] 

Asas umum dalam penentuan batas negara adalah ketentuan dasar yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan penentuan batas negara secara umum. Prinsip umum untuk menentukan batas wilayah negara didasarkan pada dua landasan hukum internasional yaitu : Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, maka penyelesaian batas wilayah antarnegara pada prinsipnya harus dilakukan secara damai, baik melalui perundingan antarnegara tetangga maupun melalui mediasi pihak ketiga. Oleh karena itu, prinsip tentang penyelesaian damai merupakan prinsip utama atau umum.
Dengan wilayah Negara Indonesia yang memiliki banyak berbatasan dengan negara lain, hal ini yang menjadikan Indonesia harus selalu waspada dalam menjaga Kawasan perbatasan tersebut [footnoteRef:30]. Berdasarkan Pengesahan United Nations Convention Again Transnasional Organized Crime
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang
Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) menjelaskan bahwa Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Sehingga butuh adannya pengawsan serta perhatian khusus dari pemerintah terkait Perbatasan Negara. Ruang lingkup pengelolaan kawasan Perbatasan juga dapat dibagi ke dalam empat bagian, yakni alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi.[footnoteRef:31] [30:  Ali Muta Lufti, Marwasta Djaka, Christanti Joko, Pengelolaan Wilayah Perbatsan NKRI, Gajah Mada University Press, 2018. h.10 ]  [31:  Teory Boundary Making, https//www.scribd.com/document/360031536/Teory-Boundary-Making. Diakses pada tanggal 08 Februari 2025, Pukul 19.00
] 

1. Alokasi adalah tahap proses politik yang menentukan pembagian atau alokasi wilayah selama masa kolonial, di mana setiap kekuatan pemerintahan yang mengendalikan wilayah mencapai kesepakatan tentang pembagian wilayah secara umum. Selama fase alokasi, baris dibuat.Ini disebut garis alokasi, dan ini menentukan lingkup pengaruh daerah di bawah kendalinya, atau “lingkup pengaruh”.
2. Delimitasi adalah proses teknis yang melibatkan penetapan garis batas secara hukum atau perjanjian. Garis batas ini digambarkan secara detail pada peta dan dideskripsikan secara rinci dalam dokumen hukum. Proses delimitasi biasanya melibatkan:
3. Demarkasi adalah tahap implementasi dari delimitasi Setelah garis batas ditetapkan secara hukum, tahap selanjutnya adalah menandai batas tersebut secara fisik di lapangan. Tujuan demarkasi adalah untuk memberikan kepastian hukum dan fisik mengenai lokasi batas wilayah, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik atau sengketa di masa mendatang.
4. Administrasi 
Pengelolaan batas wilayah berupa Administrasi merupakan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan keberadaan batas wilayah. Implementasinya dalam sistem otonomi daerah tahun 2014 meliputi pemberlakuan batas daerah dalam produk hukum Peraturan Daerah (Perda) tahun 2014, yang dilanjutkan dengan penataan batas dan pengesahan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, serta pelaksanaan penataan batas daerah. 
Dengan Luas Wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara maka sama halnya dengan Kalimantan Utara yang merupakan Provinsi yang memiliki luas ± 75.467,70 km2 dengan luas lautan seluas 11.579 Km2 (13% dari luas wilayah total). Secara administratif Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan negara Malaysia tepatnya dengan negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia. Batas daerah daratan terdapat sekitar 1.038 km garis perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Malaysia.[footnoteRef:32] Pada pembagian batas wilayah Kalimantan Utara dari sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Sabah (Malaysia). Sedangkan pada bagian Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, terakhir  Sebelah Barat berbatasan langsung Negara Sarawak (Malaysia).  [32:  Profil Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, https://kaltara.bpk.go.id/profil-pemerintah-provinsi-kalimantan-utara/, Diakses Pada tanggal 09 Februari 2025, Pukul 11.20 Wita ] 

Hukum internasional juga menekankan pentingnya penentuan batas yang damai dan jelas melalui prinsip-prinsip yang diambil dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kejahatan transnasional yang melibatkan kegiatan ilegal di sekitar perbatasan menuntut perhatian khusus dari pemerintah, kejahatan terorganisasi transnasional (TOC) menimbulkan ancaman yang signifikan dan terus berkembang terhadap keamanan nasional dan internasional, dengan implikasi yang mengerikan bagi keselamatan publik, kesehatan publik, lembaga demokrasi, dan stabilitas ekonomi di seluruh dunia terutama di kawasan berisiko tinggi seperti perbatasan Indonesia-Malaysia.[footnoteRef:33]  [33:  National Security Council, Kejahatan Terorganisasi Transnasional : Ancaman Yang berkembang terhadap Keamanan Nasional dan Internasional. https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime/threat Diakses Pada tanggal 09 Februari 2025, Pukul 14.03 Wita ] 
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[bookmark: _Toc209393796]BAB III
[bookmark: _Toc188212767][bookmark: _Toc188216028][bookmark: _Toc188263559][bookmark: _Toc188970049][bookmark: _Toc188970336][bookmark: _Toc188977352][bookmark: _Toc189689891][bookmark: _Toc189693957][bookmark: _Toc189772283][bookmark: _Toc190554725][bookmark: _Toc192026118][bookmark: _Toc192193857][bookmark: _Toc192540170][bookmark: _Toc203068749][bookmark: _Toc203070775][bookmark: _Toc205200284][bookmark: _Toc205753753][bookmark: _Toc205765675][bookmark: _Toc209393797]METODE PENELITIAN 
Metode Penelitian diartikan sebagai cara ilmiah Untuk Mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga merupakan cara sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pilihan metode penelitian sangat bergantung pada jenis penelitian yang Anda lakukan, tujuan penelitian, dan jenis data yang ingin Anda kumpulkan. Adapun metode penelitian yang di gunakan merupakan metode penelitian Hukum. Metode Penelitian Hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.[footnoteRef:34] Metode penelitian yang akan digunakan dalam menghadapi isu tersebut, yaitu: [34:  Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Ed,1, Cet.1. Sinar Grafika, Jakarta, 2009. h.19] 

A. [bookmark: _Toc188977353][bookmark: _Toc192540171][bookmark: _Toc203068750][bookmark: _Toc209393798]Tipe Penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan ialah Penelitian normatif. Penelitian Normatif bisa dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagian besar datanya besaral dari UndangUndang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dalam masyarakat.[footnoteRef:35] Adapun ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi: penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal; perbandingan hukum dan sejarah hukum.[footnoteRef:36] [35:  Armia, Muhammad Siddiq. Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022. h.8]  [36:  Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13.] 

B. [bookmark: _Toc188977354][bookmark: _Toc192540172][bookmark: _Toc203068751][bookmark: _Toc209393799]Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian ini terdiri dari:
1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini peneliti dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya. Selain itu, pendekatan ini membuat peneliti mampu melihat dasar filosofi atau dasar pemikiran terhadap peraturan yang dikeluarkan. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Peneliti menggunakan statue approach demi menjawab isu Peran dari NCB-Interpol dalam mengatasi Permasalah Human Trafficking Di Daerah Perbatasan. 
2. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan konseptual adalah metode dalam penelitian hukum untuk menyelesaikan masalah dengan melihat konsep hukum yang mendasarinya dan nilai-nilai standar penelitian hukum. Dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti serta sebagai sandaran dalam membagun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.
C. [bookmark: _Toc188977355][bookmark: _Toc192540173][bookmark: _Toc203068752][bookmark: _Toc209393800] Sumber Bahan Hukum 
Penelitian memerlukan pencarian, pengolahan, dan analisis bahan serta data untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, termasuk bahan hukum primer, undang-undang, hasil penelitian ilmiah, buku, dan bahan hukum sekunder serta tersier. Sumber data yang dimaksud penulis adalah subyek dimana data serta bahan hukum yang diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sebagai tumpuhan untuk memperoleh hasil pengkajian yaitu :
1. Bahan Hukum Primer 
Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas atau bersifat autoritatif. Bahan hukum primer meliputi:
Undang-undang Negara Republik Indonesia 
1)  Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2) Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention   against   Transnational   Organized   Crime atau   Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana     Transnasional  yang  Terorganisasi
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
Konvensi atau Perjanjian Internasional 
1) Convention Labour (No. 29), 1930 ( Internasional Labour Organization)
2) Forced Labour Convention (No. 29), 1930
3) General Assembly Resolution 55/25 of 15 November 2000, Protocol to Prevent, Suppress and punish Trafficking in Persone Especially Women and children, Supplementing 
4) the United Nations Convention against Transnational Oranized Crime (Plermo)
5) Constitution Of The International Criminal Police Organization-Interpol
6) Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986,
7) Asean Convention Agains Trafficking In Person, Especially Women And Children,
8) General Assembly resolution 317 (IV), Convention for the suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Other 1951, Preamble
9) Universal Instrument, United Nations Human Right, Protocol to Prevent, Suppress and punish Trafficking in Persone Especially Women and Childern, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
2. Bahan Hukum Skunder 
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berhubungan denganbahan hukum primer atau utama yang bisa memberikan bantuan untuk menelaah dan mendalami suatu bahan hukum utama.[footnoteRef:37] Bahan-bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu: buku, jurnal, hasil penelitian maupun karya tulis yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas. Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti berupa literatur-literatur fiqh baik klasik maupun kontemporer dan didukung dengan buku buku, karena dalam penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.[footnoteRef:38] [37:  Suteki dan Galang Taufani, Op.Cit, h. 126]  [38:  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 24 ] 

3. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum yang dipergunakan yaitu kamus hukum dan website-website internet resmi. 
D. [bookmark: _Toc192540177][bookmark: _Toc203068756][bookmark: _Toc209393801]Teknik Pengumpulan Data Sumber Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti. Data penelitian juga akan diambil dari perpustakaan digital (digital library) dan website dari instansi-intansi terkait dengan topik yang sedang diteliti.
E. [bookmark: _Toc188977359][bookmark: _Toc192540178][bookmark: _Toc203068757][bookmark: _Toc209393802]Analisis Sumber Bahan Hukum
Analisis ini dijabarkan sebagai suatu penjelasan terhadap fenomena hukum yang terjadi. Berdasarkan analisis normatif yang menggunakan sumber dan bahan hukum yang merujuk pada analisis bersifat teoritis yaitu berbentuk prinsip hukum, kaidah-kaidah hukum dan konsep hukum. Metode kualitatif yang digunakan dalam menganalisis hasil penjabaran penulisan yang menjadi kajian dan teori hukum. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan terkait isu permasalahan hukum yang dituangkan ke dalam kalimat yang logis namun bersifat ilmiah dan dengan mudah dipahami.
F. [bookmark: _Toc188977360][bookmark: _Toc192540179][bookmark: _Toc203068758][bookmark: _Toc209393803]Sistematika Penulisan
Penulisan proposal ini sebagai suatu karya ilmiah, maka penulis memiliki sistematika yang teratur dan rinci dengan tujuan agar pembaca mudah memahami yang dijelaskan sebagai berikut : 
BAB I: PENDAHULUAN, dalam bab ini memaparkan latar belakang yang berisi isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian hukum dan sistematika penulisan yang diuraikan secara berurutan. 
BAB II: LANDASAN KONSEPTUAL, dalam bab ini dengan judul Landasan Konseptual berisi dan menguraikan tentang Human Trafficking, NCB-Interpol, dan Perbatasan.
BAB III: METODE PENELITIAN, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri atas tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, dan metode analisa bahan hukum. 
BAB IV: PEMBAHASAN, dalam bab ini berisi pokok kajian penulisan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang didasarkan pada penelitian mengenai Peran National Central Beruau -International police Mengatasi Human Trafficking Di Daerah Perbatasan
BAB V: PENUTUP, dalam bab ini penulis meringkas dari masalah-masalah yang disebutkan dalam judul penulisan dan menguraikan jawaban yang terdapat dalam rumusan masalah. Bab ini akan menjadi bab terakhir dalam penulisan ini.





[bookmark: _Toc203068759]

[bookmark: _Toc209393804]	BAB IV	
[bookmark: _Toc203068760][bookmark: _Toc203070786][bookmark: _Toc205200295][bookmark: _Toc205753764][bookmark: _Toc205765686][bookmark: _Toc209393805]HASIL DAN PEMBAHASAN
A. [bookmark: _Toc203068761][bookmark: _Toc209393806]Perjanjian International antara International Police dengan negara anggota dalam menangani kasus human trafficking
Interpol merupakan badan Internasional yang menjalankan fungsi spesifik untuk menjamin dan meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan lintas negara. Interpol sebagai Organisasi Internasional didirikan dengan tujuan menghormati Hak Asasi Manusia dan mencegah tindakan penindasan yang ilegal. [footnoteRef:39] Interpol berperan di tingkat global dalam menangani kejahatan lintas negara, didukung oleh hampir semua negara. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dalam interaksi domestik dan internasional, terutama dalam menangani isu Perdagangan Manusia. Sebagai organisasi transnasional, Interpol bertanggung jawab dalam respons terhadap Human Trafficking dan merancang kebijakan untuk memperkuat keamanan nasional serta meningkatkan kesejahteraan sosial.  [39:  Yunita Rizki Pujiyanti, Kasanusi,Human Trafficking Sayad Abbad 2009, Publik Power, Vol.6 No 1 (2021) h. 4 ] 

Interpol berfungsi sebagai titik kontak utama antara kepolisian suatu negara dengan Interpol, serta bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan kerja sama kepolisian internasional. Maka fungsi dari Interpol itu sendiri, yaitu :[footnoteRef:40] [40:  NCB-Interpol Indonesia, Tugas dan Fungsi NCB-Interpol, https://interpol.go.id/tugasdanfungsi., Diakses Pada Tanggal  ] 

1. Koordinasi Kerja Sama Internasional: NCB-Interpol berperan sebagai penghubung antara kepolisian suatu negara dengan Interpol dalam hal pertukaran informasi, pencarian buronan internasional, dan penanganan kasus-kasus kejahatan lintas negara.
1. Pencarian Buronan Internasional: NCB-Interpol menerbitkan dan mencari orang yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO Interpol disebut (Red Notice)
1. Penanganan Kasus Kejahatan Transnasional: NCB-Interpol terlibat aktif dalam penanganan berbagai jenis kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, terorisme, dan kejahatan siber.
1. Pelatihan dan Pengembangan: NCB-Interpol juga berperan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepolisian internasional.
Interpol juga bertindak sebagai badan kerjasama antar kepolisian untuk menangani kejahatan perdagangan manusia, menjaga keamanan dan kedamaian dunia. Agar dapat mencapai tujuannya lebih jauh Organisasi ini membutuhkan kerja sama yang terus-menerus dan aktif dari para Anggotanya, yang hendaknya berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara mereka untuk turut serta dengan tekun dalam kegiatan-kegiatannya (Konstitusi ICPO pasal 31). [footnoteRef:41] [41:  Constitution Of The Internasional Criminal Police Organization-Interpol, h. 6] 

Sebagai lembaga Internasional antar kepolisian, Interpol memiliki tanggung jawab terhadap masalah perdagangan manusia di seluruh dunia, sebagai respons terhadap ancaman serius yang merusak keamanan dan kedamaian masyarakat global. Adapun Kegiatan Program yang di lakukan Interpol untuk memaksimalkan perannya di dunia Internasional guna tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keamanan perbatasan khususnya di seluruh Asia Tenggara guna menanggulangi kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Program yang dilakukan oleh Interpol selalu bertindak sesuai dengan fungsi dan perannya yaitu[footnoteRef:42] :  [42:  https://www.interpol.int/ Interpol Eu-Asean Migration & Border Management Programme, Diakses Pada tanggal 10 Juli 2025, Pukul 02: 08 WITA (Situs atau Laman Web)] 

1. global police communications system (I-24/7), Perluasan teknis dan operasional sistem komunikasi polisi global aman Interpol
2. Pelatihan di bidang-bidang khusus seperti penggunaan perangkat dan layanan terpadu Interpol, komunikasi penegakan hukum internasional dan bantuan timbal balik, serta penyelundupan manusia dan perdagangan manusia;
3. Sesi pelatihan bagi pelatih untuk memastikan keterampilan dan pengetahuan dibagikan secara internal dalam lembaga penegak hukum untuk lebih meningkatkan kekuatan mereka;
4. Kegiatan operasional terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Sebagai organisasi internasional, Interpol memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan operasinya. Sangat penting bagi organisasi untuk memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat bertahan. Interpol menyadari pentingnya kolaborasi dengan pemerintah, LSM, dan kelompok lainnya. Mereka perlu menciptakan suasana dan kerangka kebijakan yang efisien dan mendorong pemikiran inovatif yang dapat diterima oleh masyarakat lokal. Interpol terlibat dalam menyelesaikan masalah keamanan sebagai tanggung jawab dalam penanganan kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan manusia. Di Indonesia, NCB-Interpol Indonesia memberikan bantuan dan meningkatkan pengetahuan tentang kejahatan transnasional yang berdampak pada masyarakat. Praktek perdagangan manusia di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dan NCB-Interpol berupaya untuk menanggulanginya. 
Untuk menjamin dan memajukan bantuan timbal balik seluas-luasnya antara semua badan kepolisian kriminal dalam batasan hukum yang berlaku di masing-masing negara dan dalam semangat “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” Dalam rangka menjamin dan memajukan kerja sama kepolisian internasional seluas-luasnya antara negara-negara anggota, Interpol berkewajiban untuk bertindak “dalam batasan hukum yang berlaku di masing-masing negara dan dalam semangat 'Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia'”.[footnoteRef:43] Travaux préparatoires dari UDHR menunjukkan prinsip-prinsip dasar yang mendasari semangat UDHR. Prinsip prinsip ini meliputi : [footnoteRef:44] [43:  Repository Praktik Interpol, Penerapan Pasal 2 dan 3 Konsitusi Interpol dalam Konteks pemprosesan data melalui sistem informasi Interpol, Edisi Ketiga, November 2024, h.5]  [44:  Ibid., h.8] 

1. pengakuan atas martabat yang melekat dan setara bagi semua individu,
2. universalitas, nondiskriminasi dan tidak dapat dipisahkan hak asasi manusia, dan
3. pengejaran keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Ada upaya signifikan untuk melindungi hak-hak kaum minoritas dan populasi yang rentan. Perhatian khusus diberikan untuk memastikan hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan. UDHR menekankan solidaritas dan kerja sama internasional untuk melindungi hak asasi manusia. 

Pada Penerapan Pasal 2 dan 3 pada Konstitusi Interpol dalam Konteks pemprosesan data melalui sistem Infromasi Interpol menjelaskan bahwa 
“Human rights are to be applied alongside criminal law. Human rights are a guide for police activities including international police cooperation by defining certain limits aimed at creating a balance between the interests of enforcing criminal law, on the one hand, and of protecting individuals’ rights, on the other.”

 UDHR menegaskan bahwa Hak asasi manusia harus diterapkan berdampingan dengan hukum pidana. Hak asasi manusia menjadi pedoman bagi kegiatan kepolisian, termasuk kerja sama kepolisian internasional, dengan menetapkan batasan batasan tertentu yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum pidana di satu pihak dan perlindungan hak-hak individu di pihak lain.[footnoteRef:45] Dalam Hal ini, solidaritas dan kerja sama internasional sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia. Negara-negara harus saling membantu dan bekerja sama dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah mereka. Komitmen ini mencerminkan persepsi bahwa hak asasi manusia bukan hanya urusan masing-masing negara, melainkan tanggung jawab bersama dunia. Berbagai organisasi internasional, termasuk NCB-Interpol yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses ini.[footnoteRef:46] Mereka memastikan bahwa kerjasama lintas negara tidak hanya sekedar formalitas, melainkan mampu memberikan perlindungan nyata bagi mereka yang membutuhkannya. [45:  Application of Articles 2 and 3 of Interpol’s constitution in the context of the processing of data via Interpol’s Information System, 2024]  [46:  Giulio Calcar, Balancing International Police Cooperation: INTERPOL and the Undesirable Trade‑off Between Rights of Individuals and Global Security, Liverpool Law Review (2021), h. 113] 

Kerjasama ini juga mencakup pertukaran informasi yang efektif dan aman, serta pelatihan untuk petugas kehakiman dan aparat penegak hukum di berbagai negara. Dengan demikian, kegiatan penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Secara umum, melalui penerapan prinsip-prinsip dasar ini, negara-negara di seluruh dunia dapat memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia mereka. Mereka dapat bekerja sama secara lebih erat, memastikan bahwa setiap individu dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, tanpa kecuali. Pencapaian tujuan ini membantu menciptakan dunia yang lebih aman, adil, dan setara bagi semua orang. 
Deklarasi Universal  Hak Asasi Manusia ini sebagai standar pencapaian bersama untuk semua rakyat dan semua bangsa, agar setiap individu dan setiap organ masyarakat, setiap badan masyarakat berhak terhadap hak-hak dan kebebasan yang bersifat nasional maupun internasional[footnoteRef:47]  Sebagai satu-satunya organisasi kepolisian global yang dipercaya oleh 195 negara anggotanya untuk memfasilitasi kerja sama penegakan hukum dan pertukaran informasi, Interpol memainkan peran penting dalam hal ini.[footnoteRef:48] Oleh karena itu, untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam konteks perdagangan manusia, Interpol dapat memilih untuk mendukung rekomendasi berikut ini[footnoteRef:49]:  [47:  DPR, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, h.2]  [48:   Sonya Hellen Sinombor, Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Al-Wasath 3 No.1: 1-12, 2022. h. ]  [49:  Internasional Crime Police Organization, UNTOC Working Group on trafficking in Persons, Interpol statement 2023,  h.2] 

1. mendorong Negara Anggota untuk mempromosikan pembentukan dan/atau pengembangan berkelanjutan unit khusus untuk korupsi dan perdagangan manusia, dan khususnya, untuk memperkuat hubungan di antara mereka. 
2. mendorong Negara Anggota untuk mempertimbangkan melakukan investigasi proaktif dan mengadopsi pendekatan multi pendekatan lembaga untuk memerangi korupsi dalam konteks perdagangan manusia. 
3. mendorong Negara Anggota untuk memanfaatkan kemampuan kepolisian Interpol secara lebih baik - sejalan dengan Resolusi UNTOC 11/5 (2022) yang “mendesak Negara-negara untuk memanfaatkan sepenuhnya pengalaman dan alat alat Interpol dalam memerangi perdagangan manusia” (OP15),  
4. menominasikan perwakilan penegak hukum nasional untuk tugas Perdagangan Manusia Interpol Kelompok Pakar (HTEG)  mendukung partisipasi dalam inisiatif Interpol untuk memerangi perdagangan manusia
5. memperkuat kolaborasi antara unit khusus nasional dan Interpol Biro Pusat Nasional.

Penjelasan mengenai Ketentuan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menjadi dasar penting dalam memahami hak asasi manusia secara global. UDHR, yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948,[footnoteRef:50] menetapkan hak-hak dasar yang harus dilindungi setiap manusia, seperti kebebasan, keamanan, dan hak atas pengadilan yang adil. Sedangkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, atau ICCPR, merupakan instrumen hukum internasional. Kovenan ini mengikat negara-negara yang meratifikasinya. ICCPR menjamin sejumlah hak dasar yang esensial bagi martabat manusia. Salah satu hak yang dijamin adalah hak untuk hidup.   [50:  Sonya Hellen Sinombor, Jurnal Al-Wasath, Volume 3, Kedudukan Deklarasi Universal Hak Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum Indonesia, 2022. H. 2] 

1. Pasal 6 ICCPR menyatakan bahwa :
“Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.” 
“setiap individu mempunyai hak yang melekat untuk hidup. Hak ini tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Negara berkewajiban melindungi hak hidup ini dari ancaman serius.” Selain itu, ICCPR melarang segala bentuk penyiksaan. ICCPR secara tegas melarang segala bentuk penyiksaan. Penyajian berarti menimbulkan rasa sakit yang hebat. Rasa sakit ini bisa bersifat fisik atau mental. Tujuannya bisa untuk mendapatkan informasi. Bisa juga untuk menghukum atau mengintimidasi seseorang. Tidak ada keadaan yang mengizinkan penyiksaan. Ini adalah pelanggaran berat terhadap martabat manusia. Negara harus mencegah terjadinya penyiksaan di wilayahnya. Negara juga harus menyelidiki setiap dugaan penyiksaan. Pelaku penyiksaan harus diadili.
2. Pasal 7 ICCPR yang menegaskan larangan ini bahwa, 
“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation” 
“Tidak ada seorang pun yang boleh dikenai penyiksaan. Perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau martabat juga dilarang keras. Larangan ini berlaku tanpa kecuali. Kebebasan dan keamanan pribadi juga dilindungi.” Aturan ini bersifat universal dan mengikat semua pihak. Tidak ada alasan atau situasi yang dapat mengizinkan pelanggaran terhadap larangan ini. Hak atas kebebasan pribadi dijamin penuh. Setiap orang berhak merasa aman dari ancaman fisik atau mental. Keamanan diri adalah landasan kehidupan yang layak. Perlindungan ini mencakup tindakan penangkapan sewenang-wenang. Ini juga melindungi dari tersingkir tanpa dasar hukum yang jelas. Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak.
3. Pasal 8 ICCPR Menjelaskan bahwa
”No one shall be held in slavery; slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited”

“Perdagangan manusia dalam segala bentuknya juga dilarang. Ini termasuk eksploitasi paksa dan kerja rodi”. Perlindungan ini mencakup seluruh lapisan masyarakat. Aspek keadilan menjadi landasan penting lainnya. Perlindungan yang diberikan oleh pasal ini bersifat universal. Perlindungan ini mencakup seluruh lapisan masyarakat. Anak-anak, perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya semuanya dilindungi. Hak asasi manusia ini adalah hak mendasar semua orang. Hak ini tidak dapat dicabut. selain itu, aspek keadilan menjadi landasan penting lainnya. Keadilan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil. Ini berarti setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum. Keadilan juga berarti bahwa korban dari perdagangan manusia harus mendapatkan ganti rugi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya. Mereka juga harus mencegah pelanggaran hak ini. Tindakan hukum harus diambil terhadap pelaku.
ICCPR dan UDHR mengikat negara-negara secara hukum untuk melaksanakan hak-hak tersebut dan menegakkan keadilan hukum bagi semua warga negara mereka. Kedua dokumen ini saling melengkapi, menegaskan bahwa semua orang harus diperlakukan sama dan memperoleh perlindungan dari kekerasan serta penyiksaan, termasuk hak untuk tidak dihukum mati secara tidak adil. [footnoteRef:51]  Secara keseluruhan, keberadaan UDHR dan ICCPR sebagai dasar hukum hak asasi manusia tetap penting. Mereka menjadi landasan moral dan hukum bagi perlindungan hak setiap orang. Namun, penegakan keadilan melalui mekanisme seperti Interpol harus selalu diikuti dengan pengawasan ketat agar tidak melanggar hak asasi manusia.[footnoteRef:52] Dalam konteks penegakan hukum internasional, Interpol berperan sebagai organisasi yang membantu memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi lintas batas untuk menangani kejahatan serius. Salah satu mekanisme utama yang digunakan adalah Red Notice, sebuah peringatan internasional untuk mencari dan menangkap individu yang dicari oleh otoritas hukum suatu negara. Namun, penegakan melalui Interpol tidak tanpa masalah. Ada kasus di mana penindakan yang dilakukan menimbulkan kritik tajam terkait aspek HAM, terutama terkait penyalahgunaan Red Notice untuk tujuan politik atau untuk memperebutkan kekuasaan. Red Notice Dari Interpol bisa berdampak pada kebebasan seseorang. Hal ini bisa berdampak jika seseorang diminta oleh negara asalnya untuk ditangkap melalui Interpol karena alasan politik maka hal ini melanggar pasal 14 dan 9 ICCPR. [51:  Rudi Natamiharja, Algizca Rasya, Febryani Sabatira, Journal of Advance in Social Sciences and Policy, Mapping Intgernasional Laws on Human Rights in the 1945 Constitution of the Republic Indonesia, 2021, h.21]  [52:  Rudi Natamiharja, Algizca Rasya, Febryani Sabatira, Journal of Advance in Social Sciences and Policy, Mapping Intgernasional Laws on Human Rights in the 1945 Constitution of the Republic Indonesia, 2021, h.21] 

Abuse of Red Notice mengaburkan tujuan utama organisasi ini, menimbulkan ketidakpercayaan, dan menimbulkan keraguan terhadap objektivitas dan integritasnya. Maka, pengawasan internasional terhadap penggunaan sistem ini harus ditingkatkan agar dapat menjaga prinsip keadilan dan hak asasi manusia secara lebih baik. Prinsip non-refoulement juga menjadi bagian penting dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini melarang negara menyampaikan orang kepada negara lain jika hal itu akan mengancam nyawa atau kebebasan mereka. Prinsip ini diuji dalam banyak kasus di mana pencari suaka takut akan penganiayaan jika dipulangkan kembali ke negara asal mereka. Kegagalan untuk mengikuti prinsip ini dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi yang serius dan menimbulkan masalah besar dalam pelaksanaan hukum internasional.[footnoteRef:53] [53:  Kayla Daffanya Putri Dermawan, Diani Sadiawati, Jurnal kajian ilmu Hukum & Hukum Islam, Implementation of Non Principles in Legislation as Protection of Refugees Indonesia, 2023. H.138] 

Dalam hal ini, Interpol selalu mengutamakan kasus-kasus yang memiliki unsur perdagangan manusia karena kejahatan ini merusak hak asasi manusia dan menyebabkan penderitaan serius bagi para korban. Mereka bekerja sama dengan berbagai unit lain di dalam organisasi, termasuk pusat-pusat operasi dan analisis data global, untuk memastikan dukungan yang diberikan bersifat komprehensif dan holistik. Dengan cara ini, Interpol mampu memberikan solusi menyeluruh yang tidak terbatas hanya pada pengungkapkan pelaku, tetapi juga menyasar pencegahan dan rehabilitasi korban secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan terintegrasi ini, kekuatan Interpol terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan data dan intelijen yang akurat, serta didukung oleh kolaborasi internasional yang erat. Mereka terus memadukan tren dan modus operansi dari jaringan perdagangan manusia untuk menyesuaikan strategi mereka, sehingga lebih efektif dalam menghadapi ancaman yang selalu berkembang ini. Ini merupakan bentuk kerja sama mutlak diperlukan demi memperkuat penegakan hukum di tingkat global dan melindungi hak asasi manusia dari kejahatan yang merajalela ini.  
Cakupan utama NCB-Interpol adalah memperkuat kerjasama langsung antara lembaga kepolisian di seluruh dunia untuk saling membantu dalam penanggulangan kejahatan. Bantuan ini tidak melalui jalur diplomatik resmi, melainkan melalui komunikasi langsung yang memungkinkan tindakan lebih cepat dan efektif. Secara khusus, Interpol memiliki unit yang bertugas dalam menangani kasus Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran yang bertugas fokus menangani kasus-kasus perdagangan manusia, termasuk yang melibatkan penyelundupan migran secara ilegal dan kejahatan yang terkait dengan penyegelan modern.[footnoteRef:54] Unit ini melakukan penyelidikan mendalam, mengidentifikasi pelaku, dan membantu memberikan perlindungan kepada korban. Mereka juga memberikan pelatihan dan panduan bagi aparat penegak hukum di negara anggota agar mereka mampu menanggulangi kejahatan ini dengan lebih efektif.  [54:  Temitope Francis Abiodun, Roles And Chanllenges Of Internasional Criminal Police Organization (Interpol) In Investigation Of Crimes And Maintenance Of Global Security, Research Journal of Social Science & Management, Volume: 10, Number: 03, 2020. h. 14] 

Pendekatan ini adalah inovasi besar dalam hubungan antar lembaga penegak hukum, karena sebelumnya ada sistem kerja sama yang bersifat formal dan berjenjang, biasanya memerlukan waktu lama dan proses administratif yang rumit. Dengan munculnya organisasi Interpol, para aparat di seluruh dunia dapat menghubungi kolega mereka di negara lain secara langsung, tanpa harus melalui prosedur diplomasi yang memakan waktu dan terkadang menghambat penanganan kasus-kasus mendesak. Misalnya, ketika polisi di satu negara menangani kasus kejahatan lintas negara, mereka dapat langsung berkomunikasi dengan polisi di negara lain untuk mendapatkan informasi penting dan mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan secara cepat. Ini sangat membantu dalam memberantas kejahatan seperti perdagangan narkoba, kejahatan siber, dan perdagangan manusia yang beroperasi secara internasional. 
Keberadaan Interpol telah mengubah cara kerja sama antara lembaga penegakan hukum dari sistem yang lambat dan berbelit-belit menjadi lebih efisien dan langsung. Sebelum munculnya Interpol, kontak antara polisi di berbagai negara harus melalui saluran resmi yang sering kali lama dan berbelit-belit, menghambat jalannya penanganan kasus krusial. Kini, mereka bisa langsung bertukar informasi dan koordinasi secara real-time, mempercepat proses pengungkapan kejahatan dan penangkapan pelaku. Pendekatan ini secara mendasar mempengaruhi efektivitas kerja sama internasional dalam bidang penegakan hukum, dan membantu mengatasi kejahatan lintas batas dengan lebih baik. Dengan kata lain, NCB-Interpol telah menempatkan kerja sama polisi di seluruh dunia di tangan para aparat lokal, membuka pintu baru untuk mengambil tindakan cepat dan terkoordinasi dalam menangani kejahatan global. NCB-Interpol menyediakan berbagai perangkat yang dirancang untuk membantu anggotanya bekerja sama dengan lebih efektif dalam menangani kejahatan internasional. Salah satu alat yang paling dikenal dan paling sering digunakan adalah sistem pemberitahuan internasional. 
Sistem ini berfungsi sebagai jalur komunikasi yang memungkinkan negara anggota untuk saling berbagi informasi penting tentang tersangka, alat bukti, atau kegiatan kriminal tertentu. Dengan menggunakan sistem ini, kepolisian dan lembaga penegak hukum di seluruh dunia dapat mengirimkan dan menerima notifikasi secara cepat dan akurat. Sistem pemberitahuan yang digunakan NCB-Interpol telah berfungsi selama beberapa dekade. Sebelum adanya sistem modern seperti sekarang. NCB-Interpol telah menggunakan metode komunikasi yang lebih sederhana, seperti surat dan telepon telegraf, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, sistem ini pun mengalami evolusi. Sejak 1946, sistem tersebut mulai digunakan secara formal untuk memastikan bahwa informasi penting dapat menyebar lebih cepat antar negara. Variasi dalam bentuk penggunaannya secara bertahap berkembang mengikuti perkembangan teknologi, dari bentuk tertulis di kertas hingga format elektronik. 
Penggunaan sistem pemberitahuan ini sangat penting dalam penegakan hukum global karena mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan koordinasi antar negara. Sebagai contoh, jika seorang tersangka melarikan diri ke negara lain, petugas polisi di negara asal bisa segera mengirimkan pemberitahuan ke Interpol. Kemudian, Interpol akan mengirimkan notifikasi ke seluruh anggota agar mereka siap mengambil tindakan jika tersangka tersebut ditemukan di wilayah mereka. Sistem ini juga membantu menghindari duplikasi usaha dan memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum berjalan secara terkoordinasi. 
Ada berbagai kategori pemberitahuan, dan sebagian besar dibedakan berdasarkan warna yang berbeda untuk menonjolkan konten spesifiknya, yaitu:[footnoteRef:55] [55:  Temitope Francis Abiodun, Roles And Chanllenges Of Internasional Criminal Police Organization (Interpol) In Investigation Of Crimes And Maintenance Of Global Security, Research Journal of Social Science & Management, Volume: 10, Number: 03, 2020. h. 13] 

1. Pemberitahuan merah diterbitkan untuk mencari lokasi, penahanan, penangkapan, atau pembatasan pergerakan orang yang dicari untuk mendapatkan ekstradisi menyerah, atau tindakan serupa. 
2. Pemberitahuan biru diterbitkan untuk mengumpulkan informasi mengenai identitas, lokasi, atau aktivitas seseorang yang menarik perhatian dalam konteks kejahatan. 
3. Pemberitahuan hijau diterbitkan untuk mengeluarkan peringatan tentang kegiatan kriminal seseorang, apabila orang tersebut dianggap sebagai kemungkinan ancaman terhadap keselamatan publik. 
4. Pemberitahuan kuning diterbitkan untuk menemukan orang hilang, atau untuk tujuan mengidentifikasi orang yang tidak dapat memberikan identitas.
5. Pemberitahuan hitam diterbitkan untuk mengambil informasi dengan tujuan mengidentifikasi mayat.
6. Pemberitahuan warna ungu diterbitkan untuk mencari atau memberikan informasi tentang tindak pidana modus operandi, objek, perangkat, dan metode penyembunyian.
7. Pemberitahuan oranye diterbitkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap suatu kejadian, seseorang, suatu benda, atau suatu proses, yang berpotensi menimbulkan ancaman.
8. Pemberitahuan tentang karya seni yang dicuri diterbitkan untuk menemukan benda-benda bernilai seni yang dicuri, atau untuk mencari informasi tentang barang-barang serupa yang ditemukan kembali dalam keadaan mencurigakan.
9. Pemberitahuan Khusus Interpol - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa diterbitkan untuk mengingatkan anggota Interpol tentang entitas dan individu yang dikenai sanksi Dewan Keamanan PBB.
10.  Terakhir, peraturan internal NCB-Interpol mencakup kemungkinan untuk membuat jenis pemberitahuan baru guna memungkinkan kerja sama dengan entitas swasta, setelah adanya kesepakatan antara Interpol dan entitas tersebut. Pemberitahuan ini didefinisikan sebagai pemberitahuan khusus, dalam hal ini pengunaan pemberitahuan merah dan biru adalah yang paling umum digunakan dalam menetapkan seorang tersangka.
Interpol, sebagai organisasi internasional yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan kerjasama di antara lembaga penegak hukum di seluruh dunia, berperan penting dalam memfasilitasi kolaborasi lintas negara.[footnoteRef:56] Kemampuannya tidak terbatas hanya pada mencegah kejahatan internasional, tetapi juga memberi kesempatan bagi aparat kepolisian dari berbagai negara untuk bekerja sama secara langsung. Hal ini sangat penting, terutama ketika menghadapi kejahatan yang bersifat lintas batas seperti perdagangan manusia, narkoba, terorisme, dan kejahatan siber. Melalui sistem komunikasi dan jaringan yang terintegrasi, petugas dari berbagai negara dapat bertukar informasi secara cepat dan terpercaya. Salah satu keunggulan utama Interpol adalah kemampuannya untuk memudahkan kerja sama meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik yang baik atau bahkan tidak memiliki hubungan yang sama sekali. Biasanya, hubungan diplomatik yang buruk dapat menghambat pertukaran data dan kerja sama langsung antara aparat penegak hukum dari negara yang berbeda.  [56: 	 Temitope Francis Abiodun, Tunde Abioro, Peran dan Tantangan Oragnisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) dalam Invegistasi Kejahatan dan pemeliharaan Keamanan Global, Research journal of sosial sicence & Management, 2020. H.8] 

Tetapi, dengan adanya jaringan dan sistem yang disediakan oleh Interpol, polisi dari negara yang tidak memiliki hubungan resmi tetap dapat berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif.  Misalnya, dalam penanganan kasus perdagangan manusia, sering kali aparat keamanan dari satu negara tidak dapat langsung berkomunikasi dengan negara lain karena hambatan diplomatik. Namun, melalui interpol, mereka bisa mendapatkan informasi dan bekerja sama tanpa harus melalui jalur diplomasi yang rumit. Interpol juga menyediakan platform yang aman dan terpercaya agar komunikasi tersebut tetap rahasia dan tidak terbocorkan pihak lain. Sistem ini memampukan polisi di berbagai belahan dunia untuk menemukan data tentang tersangka, kartu identitas, modus operansi, bahkan lokasi buronan yang buron dari satu negara ke negara lain. Dalam banyak kasus, seperti penangkapan buronan internasional, kecepatan dan kerjasama langsung ini sangat menentukan keberhasilan. Dengan mengurangi waktu yang biasanya diperlukan untuk mendapatkan izin cerdas, interpol membantu mempercepat proses tindakan penegakan hukum. Selain itu, ini juga mendukung pekerjaan penyelidikan yang bersifat mendalam yang memerlukan koordinasi lintas negara. 
Banyaknya kriminalitas internasional yang menyebar ke beberapa negara sekaligus, dan tanpa jaringan luas ini, akan sangat sulit untuk menindak mereka. Melalui interpol, para polisi dapat berbagi intelijen secara langsung, menggabungkan kekuatan mereka untuk mengungkap jaringan kriminal yang tersembunyi dan merusak kejahatan di tingkat global. Dengan peran penting ini, interpol telah menjadi tulang punggung kerjasama internasional di bidang penegakan hukum. 
B. [bookmark: _Toc203068762][bookmark: _Toc209393807] Peran Interpol Indonesia dan Malaysia terkait Kasus human trafficking di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia 
Perdagangan manusia dalam berbagai bentuknya, termasuk kerja paksa,perdagangan seks, dan jeratan utang, mengakibatkan banyak konsekuensi kesehatan yang negatif bagi mereka yang diperdagangkan. Perdagangan manusia dapat menimbulkan dampak fisik, emosional, dan psikologis pada siapa pun yang terlibat. Perdagangan manusia memiliki kekuatan untuk memengaruhi kehidupan seseorang selamanya.[footnoteRef:57] Pemerintah melaporkan telah menyelidiki 1.061 kasus perdagangan orang pada tahun 2023 – 370 kasus perdagangan seks, 603 kasus perdagangan tenaga kerja, dan 88 kasus perdagangan orang lainnya – dibandingkan dengan penyelidikan terhadap 133 kasus perdagangan orang pada tahun 2022.  [57:  Gumelar, Muhammad Ilham. Peran Keimigrasian Terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisir (Transnational Organized Crime), Tim Politeknik Imigrasi, PT Dewangga Energi Internasional , 2023. h.29] 

Sepanjang tahun 2023 lembaga penegak hukum melakukan penuntutan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PTTPO, terhadap pelaku perdagangan orang yang tidak disebutkan jumlahnya dalam 706 kasus, dibandingkan dengan penuntutan terhadap pelaku perdagangan orang yang tidak disebutkan jumlahnya dalam 223 kasus pada tahun 2022.[footnoteRef:58] Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima rujukan untuk 508 korban dan saksi perdagangan orang pada tahun 2023. Mereka memberikan layanan kepada para korban, termasuk rumah perlindungan, dibandingkan dengan 262 korban yang dibantu pada tahun 2022. Dari 508 korban, hanya dua korban perdagangan tenaga kerja di sektor perikanan yang diidentifikasi oleh pemerintah. Kementerian Sosial menerima 1. 359 rujukan korban dari berbagai sumber pada tahun 2023. Sebuah organisasi internasional mengidentifikasi 80 korban dan membantu 101 korban. KPAI melaporkan 922 kasus eksploitasi anak, dan Kemen PPPA melaporkan 172 kasus perdagangan anak serta 212 kasus eksploitasi anak.[footnoteRef:59] [58:  Kedutaan Besar dan Konsultan AS di Indonesia, Laporan Perdagangan Manusia 2024, https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/ Di akses pada tanggal 07 Februari 2025, Pukul 13.04 Wita]  [59:  Kedutaan Besar dan Konsultan AS di Indonesia, Laporan Perdagangan Manusia 2024, https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/ Di akses pada tanggal 07 Februari 2025, Pukul 13.30 Wita] 

Berdasarkan Data E-mp Pusiknas Bareskrim Polri, Menyebutkan bahwa pada periode Januari - 23 Oktober 2024 terjadi penindakan terhadap kasus Orang yang menjadi korban perdagangan orang yaitu sekitar 306 kasus. sebanyak 369 orang menjadi korban TPPO. Data mencatat usia para korban mulai bayi hingga lebih dari 17 tahun. Sedangkan sebanyak 371 orang menjadi terlapor kasus perdagangan orang. Dimana pemindakan terjadi di beberapa polda di beberpa provinsi yaitu : Jawa Barat : 33 kasus, Jawa Timur 40 Kasus, Metro Jaya 27 Kasus, Kalimantan Utara 22 Kasus, Nusa Tenggara Timur 16 Kasus.[footnoteRef:60] [60:  Ratusan Orang Jadi Korban Perdagangan https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_orang_jadi_korban_perdagangan_manusia, Di akses 08 Februari 2025, Pukul 15.34] 

Sekitar 11,3% dari total pekerja migran asal Indonesia. Dari total korban perdagangan manusia sebagai pekerja migran, 70% dikirim ke Malaysia, dan yang lainnya dikirim ke berbagai negara-negara di Asia dan EropaPermasalahan perdagangan manusia juga terjadi di wilayah Indonesia. Fenomena ini dipicu oleh keberadaan sejumlah oknum yang terlibat dalam praktik perdagangan manusia.[footnoteRef:61] Mereka menjadikan Indonesia sebagai tempat pengiriman, transit, dan tujuan bagi perempuan, laki-laki serta anak-anak yang menjadi korban perdagangan seks dan kerja paksa, baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional.  [61:  Muhammad Ammar Al Ghifari, Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia : Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur, Padjadjaran Journal of international Relations (PADJIR), Vol. 3 No.2, Agustus 2021. h. 127] 

Indonesia, dalam memberantas kejahatan transnasional telah meratifikasi konvensi PBB yaitu United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi). UNTOC dibentuk pada tanggal pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Konvensi ini telah diadopsi menjadi ketentuan hukum nasional dengan lahirnya Undang-Undang nomor 5 Tahun 2009.[footnoteRef:62] Walaupun Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi tersebut, Indonesia menyatakan Persyaratan (Reservation) terhadap Pasal 35 ayat (2) yang mengatur mengenai pilihan Negara Pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan Konvensi Aturan tentang pelaksanaan UNTOC dalam kerjasama internasional ialah terdapat dalam Pasal 16 sampai Pasal 21 UNTOC, yang menyangkut kerjasama dalam bidang Ekstradisi, Pemindahan narapidana, Bantuan hukum timbal balik, Penyelidikan bersama, Kerjasama dalam melakukan teknik-teknik penyelidikan khusus, dan Pemindahan proses pidana. [62:  Nana Selviana et. al, Organ Trafficking Crime Indonesia : How is it Implemented and Regulated According to Internasional Law?, Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 5, (2024): h. 201] 

Pada kepolisian dikenal adanya 3 bentuk kerjasama antar penegak hukum, yaitu antara lain kerjasama internasional, kerjasama regional, dan kerjasama bilateral. Kerjasama Internasional antar penegak hukum khususnya pada kepolisian ialah kerjasama pada ICPO-Interpol, UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime), IDEC (Internasional Drug Enforcement Conference), WCO (World Customs Organization), CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) , dll. Kerjasama antar satu kawasan negara, misalnya kerjasama di kawasan ASEAN. Kerjasama dapat diadakan dalam rangka hubungan bilateral yang menyangkut masalah dua negara, dan dapat diadakan dalam rangka hubungan multilateral yang menyangkut masalah banyak negara. 
Kerjasama multilateral dibagi ke dalam kerjasama regional yang terbatas pada beberapa negara-negara sekawasan, dan kerjasama global yang menyangkut negara-negara sedunia. Adapun yang menjadi bentuk kerjasama regional antar kepolisian di ASEAN ialah "ASEAN Chiefs of Police Conference" atau dalam bahasa Indonesianya, "Konferensi Kepala Kepolisian ASEAN" (ASEANAPOL), ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), Senior Officials Meeting on Transnational Crime atau Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (SOMTC), The ASEAN Senior Officials on Drug Matters merupakan unit utama ASEAN yang bertanggung jawab terkait dengan konflik narkoba  (ACCORD /ASOD), Forum Regional ASEAN  (ARF), ASEAN WEN.[footnoteRef:63] [63:  Sutiarnoto, elly Leviza, Oky Wiratama, The Role of Mutual Cooperation Betweeen Interpol of Indoensia and Malaysia In A Perspective of International Law, h.12  ] 

Sebaliknya, kerjasama Bilateral merupakan kerjasama antar dua negara. Dalam hal terkait kerjasama kepolisian antar dua negara contohnya yaitu kerjasama antara POLRI (Polisi Republik Indonesia) dan PDRM (Polisi Di Raja Malaysia). Kerjasama antara Interpol Indonesia dengan Malaysia, tertuang dalam bentuk perjanjian antara kedua negara tersebut. Terdapat 3 (tiga) perjanjian penting yang melandasi kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia terkait dalam memberantas dan menanggulangi kejahatan transnasional yaitu[footnoteRef:64] : [64:  Syifa Haerunisa,Puguh Santoso, Achmed Sukendro, Indonesia -Malaysia Cooperation against Transnasional Crime in Security and Defense Threats at the Borner, Internasional Journal of Arts and Sosial Science, Volume 5 Issue 2,2022. h. 210] 

1. Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia dengan Malaysia (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi)
2. Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)  
3. Memorandum of Understanding Between The Indonesian National Police
and The Royal Malaysia Police on Combating ILLICIT Trafficking in Narcotic, Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazaedous Materials and Enhancement of Police Cooperation.
Salah satu mekanisme Multilateral yang penting dalam menangapi kejahatan lintas negara, terutama yang di lakukan oleh kelompok-kelompok criminal terorganisir transnasional adalah konvensi PBB tentang kejahatan Transnasional Terorganisir (United Nations on Transnational Organized Crime – UNTOC)[footnoteRef:65]. Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani perdagangan manusia di kawasan ASEAN memegang peranan penting dalam upaya memerangi kejahatan yang bersifat transnasional ini. Kedua negara berkomitmen untuk memperkuat kerja sama regional dalam menghadapi kejahatan yang semakin kompleks dan meluas. Mereka menekankan pentingnya memperkuat kerangka hukum, menjalankan operasi keamanan secara bersamaan, dan menerapkan langkah-langkah khusus untuk melindungi korban, sehingga upaya mereka menjadi lebih efektif dan berorientasi pada sasaran.[footnoteRef:66] Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi juga mencakup pencegahan dan perlindungan, agar kejahatan ini dapat ditekan secara menyeluruh di wilayah mereka. Dalam konteks ini, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Berbentuk General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) menjadi langkah penting. MoU ini bertujuan sebagai dasar hukum resmi yang mengatur kerjasama kedua negara dalam hal pengawasan dan pengendalian perbatasan.[footnoteRef:67] Melalui perjanjian ini, pihak kedua akan melakukan pertukaran data mengenai keberadaan dan aktivitas pelaku kejahatan, memperkuat koordinasi dalam melakukan operasi patrol gabungan di perbatasan Kalimantan- sabah antara POLRI, Polisi Daerah Kalimantan  Utara (Polda Kaltara) dan PDRM (Sabah Police Contingent) untuk  melakukan patroli darat dan laut dalam mengantisipasi penyelundupan orang, narkoba, dan meningkatkan sistem pengawasan berbasis teknologi di perbatasan. Implementasi MoU ini menunjukkan komitmen nyata dari kedua negara untuk menanggulangi tantangan yang timbul dari kejahatan lintas negara secara lebih efektif dan terstruktur.  [65:  Ibid., h.209]  [66:  United Nations UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific, ASEAN strengthens cooperation against trafficking in persons, hhttps://www.unodc.org/roseap/en/2024/12/asean-trafficking-in-persons/story.html,  Diakses pada tanggal 02 Julii 2025, Pukul 14:10 Wita ]  [67:  Syifa Haerunisa,Puguh Santoso, Achmed Sukendro, Indonesia -Malaysia Cooperation against Transnasional Crime in Security and Defense Threats at the Borner, Internasional Journal of Arts and Sosial Science, Volume 5 Issue 2,2022. h. 210] 

General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) adalah komite bersama yang terdiri dari perwakilan pemerintah kedua negara. Tugas utama GBC Malindo adalah menetapkan kebijakan umum. Kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan upaya keamanan di wilayah perbatasan kedua negara. Dalam hal ini, GBC Malindo Membagi struktur komite bilateral menjadi dua tingkatan utama yaitu : 
1. Tingkat Kebijkan Tinggi (Hight-Level Committee)
2. Tingkat Kerja (Working Committee)
GBC – General Border Committee (Indonesia) / Joint Border Committee (JBC) – Malaysia Merupakan Tingkat kebijakan (Policy Level) dalam hal ini fungsi utama yaitu forum tertinggi untuk mengkoordinasikan kebijakan umum terhadap pengelolaan perbatasan, Selanjutnya terdiri atas Komite kerja sama GBC Malindo dimana Komite Kerja Sama GBC Malindo dibentuk untuk memperkuat hubungan ekonomi. Fokusnya adalah pada sektor-sektor kunci yang memiliki potensi besar. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan bersama antar negara anggota. Komite ini berfungsi sebagai forum dialog strategis. 
1. HLC – High Level Committee (Komite Tingkat Tinggi), High Level Committee on the Indonesia-Malaysia Border.
Dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri kedua negara.
2. COCC – Combined Operations Command Centre (Pusat Operasi Gabungan)
Pusat koordinasi harian antara aparat keamanan Indonesia (TNI, POLRI, Bea Cukai) dan Malaysia (PDRM, ATM, Imigrasi). 
Terdiri atas : 
a. Tim Perancang Intelijen (TPI)
b. Tim Perancang Operasi Maritim (TPO)
c. Tim Perancang Operasi Laut (TPOL)
d. Tim Perancang Operasi Udara (TPOU)
e. Tim Perancang Maritim (TPOM)
f. Tim Perancang Komunikasi dan Elektronik (TPK)
g. Kelompok Kerja Search & Rescue (KK SAR)
3. JKLB –Jawatan Kuasa Latihan Bersama, Komite Lintas Batas (Indonesia)
Terdiri atas : 
a. Tim Peracnang Latihan Darat (TPLD)
b. Tim Perancang Latihan Laut (TPLL)
c. Tim Perancang Latihan Udara (TPLU)
d. Kelompok Kerja Search & Rescue (KK SAR)
e. Staf Perancang Latihan Bersama (SPL GABMA)
4. JPCC – Joint Port Command Centre (Pusat Komando Pelabuhan Bersama)
Terdiri atas :
a. Tim Percancang Operasi Kepolisian (TPOK)
b. Tim Peracang Latihan Kepolisian (TPLK)
5. SOSEK – Sub-Committee on Socio-Economic Development (Subkomite Sosial-Ekonomi) 
Terdiri atas : 
a. Kumpulan Kerja Sosio Ekonomi Sarawak – Kalimantan Barat 
b. Kumpulan Kerja Sosio Ekonomi Sabah – Kalimantan Timur 
c. Kumpulan Kerja Sosio Ekonomi Melaka/Johor – Riau 
d. Kumpulan Kerja Sosio Ekonomi Johor – Kepulauan Riau 
e. Kumpulan Kerja Sosio Ekonomi Serawak/Sabah – Kalimantan Utara.
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1.1 Bagan Berdasarkan referensi Buku Panduan General Border Committee Ke – 42 Malaysias-Indonesia
Dengan adanya nota kesepahaman dibidang pertahanan dan perdamaian antara Indonesia dan Malaysia ini, diharapkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, sehingga diharapkan kerja sama ini dapat berjalan lebih terpadu dan efektif. Kerja sama Kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi kejahatan transnasional, khususnya perdagangan manusia.[footnoteRef:68] Di samping kerangka hukum, keduanya juga aktif dalam melakukan berbagai inisiatif dan operasi bersama di lapangan. Melalui operasi kolaboratif, jaringan kejahatan perdagangan manusia yang sering beroperasi melintasi batas negara dapat diidentifikasi dan dibongkar lebih cepat. Operasi ini melibatkan aparat keamanan dari kedua negara yang melakukan patroli bersama, penggerebekan tempat persembunyian, serta penangkapan pelaku yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Contohnya, Indonesia dan Malaysia bersama Interpol tergabung dalam beberapa operasi gabungan Operasi Maharlika IV. Operasi ini, difokuskan di wilayah perbatasan negara yang merupakan pintu masuk orang dan barang.[footnoteRef:69] Selain itu, pelatihan bersama untuk aparat keamanan dan lembaga penegak hukum menjadi bagian penting dari upaya ini. Pelatihan ini fokus pada peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi tanda-tanda perdagangan manusia serta cara berinteraksi secara sensitif terhadap korban, agar mereka bisa mendapatkan bantuan dengan cepat dan tepat. [68:  Andi Aina Ilmih, Naufal Syafiq Fernanto, Urgensi Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang : Studi Kerja Sama Kepolisian Indonesia dan Malaysia, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 5 No 8, 2024, h.5]  [69:  NCB-Interpol Indonesia, Operasi Interpol Mahalika IV di Wilayah Perbatasan, https://interpol.go.id/artikel.php?id=285, Diakses Pada tanggal 10 Juli 2025, Pukul 10:53 Wita] 

Berbagai program edukasi dan pelatihan ini diikuti oleh petugas dari berbagai instansi, termasuk kepolisian, imigrasi, dan lembaga sosial. Upaya ini membantu memperkuat kerjasama dan mengurangi kekurangan pengetahuan yang tersisa di antara para penegak hukum di kedua negara. Perdagangan manusia di perbatasan Indonesia-Malaysia memerlukan penyelesaian yang intens, mengingat kedua negara terikat dan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti kejahatan di wilayah hukumnya. Indonesia dan Malaysia harus sama-sama terlibat dalam proses penanganan kasus, terutama memulihkan kondisi korban. [footnoteRef:70]  [70:  Mesin Kubota, Fahmi Fairuzzaman, Saman Omar, Perdagangan Manusia : Analisis Hukum di Indonesia – Malaysia, Journal of Judicial Review, 2023, h.354] 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Polisi Diraja Malaysia (PDRM) sepakat bahwa mereka perlu memperkuat kerja sama dalam penanganan berbagai bentuk kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan sulit diatasi sendiri. Kejahatan transnasional, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan siber, menyulitkan penegak hukum karena melibatkan pelaku yang beroperasi melintasi batas negara dan memanfaatkan celah di wilayah perbatasan. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia dan Malaysia menyatakan keinginan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam menyatukan serta menanggulangi aktivitas ilegal tersebut. Sebagai bagian dari upaya ini, kedua negara akan memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan mereka yang semakin padat dan rawan disalahgunakan sebagai jalur keluar-masuk barang dan orang secara ilegal. Salah satu langkah nyata dalam memperkuat kerjasama ini adalah melalui pertukaran informasi secara lebih aktif dan rutin antara kepolisian kedua negara. Informasi ini bisa mencakup data terkait jaringan sindikat kejahatan lintas negara yang beroperasi di wilayah perbatasan, mengikuti  jejak para pelaku kriminal, dan kegiatan yang mencurigakan.
Pentingnya kerja sama ini semakin jelas mengingat meningkatnya jumlah dan kerawanan kejahatan lintas negara di wilayah perbatasan. Dengan meningkatkan pengawasan dan kerja sama, diharapkan kejahatan ini dapat ditekan secara signifikan. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga untuk memperkuat kemampuan kedua aparat dalam menangani kejahatan secara langsung dan rutin di area rawan tersebut. [footnoteRef:71] [71:  Shahrizal Sa’ad, Mohd Ikbal, Mohd Huda, General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) from the Perspective of Comphrehensive Border Security Cooperation Model (CBSC Model), International Journal of Social Science Research, Vol, No 2, 2024. h. 257] 

Setiap langkah ini dilakukan dalam rangka memperkuat sistem keamanan regional serta menjaga kestabilan dan keselamatan di kedua negara. Pemerintah dan aparat penegak hukum berharap kerja sama ini akan membuka jalan bagi pengembangan metode baru dalam menanggulangi kejahatan lintas negara dan memperketat pengawasan di wilayah perbatasan secara lebih efektif. Melalui kolaborasi yang lebih erat ini, Indonesia dan Malaysia menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjaga keamanan dan mengurangi peluang para pelaku kejahatan untuk beroperasi secara bebas di wilayah mereka.
Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang sangat terlibat dalam permasalahan perdagangan manusia atau perdagangan orang TPPO, baik sebagai negara asal, transit, maupun tujuan dari korban. Keterlibatan ini menunjukkan betapa kompleks dan meluasnya masalah TPPO yang melibatkan lintas batas negara dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.[footnoteRef:72] Dalam konteks ini, kerjasama erat antara aparat kepolisian di Indonesia dan Malaysia memegang peranan yang sangat penting. Kolaborasi ini tidak hanya sekedar berbagi, tetapi juga mencakup penegakan hukum bersama yang efektif, perlindungan korban secara menyeluruh, serta peningkatan kesadaran masyarakat informasi akan bahaya dan modus operandi para pelaku TPPO. Melalui pertukaran informasi yang lebih cepat dan tepat, kedua negara dapat mengantisipasi kegiatan sindikat perdagangan manusia yang semakin maju dan terorganisir dengan pesat.  [72:  Andi Aina Ilmih, Naufal Syafiq Fernanto, Urgensi Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang : Studi Kerja Sama Kepolisian Indonesia dan Malaysia, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 5 No 8, 2024, h.6] 

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparat penegak hukum di kedua negara, sehingga kasus TIP (Trafficking in person) dapat dikurangi secara signifikan. Selain itu, kolaborasi ini juga membuka peluang untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban. Mereka sering kali menjadi sasaran eksploitasi yang kejam dan tidak manusiawi, sehingga perlindungan dan rehabilitasi menjadi aspek yang tidak kalah pentingnya. Dengan meningkatnya koordinasi antara Indonesia dan Malaysia, diharapkan akan tercipta sistem tanggap darurat yang lebih cepat dan efisien, serta strategi pencegahan yang lebih komprehensif.[footnoteRef:73] [73:  Ibid.,h.7] 

Urgensi kerja sama di tingkat kepolisian ini semakin terlihat ketika kita mengenali sifat kejahatan ini yang bersifat transnasional. Sindikat perdagangan manusia biasanya diselenggarakan secara sangat cepat dan sulit dipecahkan karena mereka memanfaatkan jaringan lintas batas serta menggunakan teknik penyamaran dan teknologi canggih. Mereka seringkali berpindah dari satu negara ke negara lain untuk mengelabui aparat penegak hukum dan menyesuaikan strategi mereka sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, pertukaran data intelijen, laporan kasus, dan operasional strategis harus dilakukan secara teratur dan efektif. Sinergi ini memerlukan harmonisasi prosedur hukum dan pengoperasian lapangan yang berjalan secara bersamaan dan saling mendukung.
Meskipun sudah ada upaya kerjasama yang terus diperkuat, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan dan tantangan tetap ada. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu hambatan utama. Hukum di kedua negara memiliki peraturan dan penegakan yang berbeda, sehingga menyulitkan proses penghentian terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban. Selain itu, budaya dan norma sosial yang berbeda juga mempengaruhi cara penanganan kasus dan pendekatan terhadap korban. Beberapa kendala lain muncul dari keberadaan jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan berpengalaman, yang mampu memanfaatkan celah dalam sistem hukum maupun kelemahan pengawasan di beberapa wilayah.
[bookmark: _Toc203068763]Untuk mengatasi tantangan tersebut, kerjasama tidak hanya harus dilakukan secara formal melalui perjanjian antar pemerintah, tetapi juga melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di lapangan. Pengetahuan tentang modus operandi baru dan teknologi pelacakan canggih perlu terus diperbarui. Selain itu, masyarakat harus diberi pemahaman yang lebih luas mengenai bahaya TPPO dan cara melapor jika menemukan kegiatan mencurigakan. Kolaborasi antar negara harus didukung oleh komitmen yang kuat, baik dari legislatif, aparat, maupun masyarakat umum. Selain itu dalam hal ini proses Kerjasama juga berguna dalam melakukan penangkapan kepada pelaku serta korban perdagangan orang, dalam hal ini mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang. Dimana, permintaan bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance): Bantuan hukum timbal balik memungkinkan aparat penegak hukum antar-negara (government-to-government) untuk saling memberikan bantuan dalam penyidikan tindak pidana, penuntutan, dan proses pengadilan perkara terkait.[footnoteRef:74] [74:  International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Buku Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, PT Aksara Buana, Jakarta, 2021.h. 117] 

keberhasilan dalam memerangi TPPO dikedua negar sangat bergantung pada tingkat koordinasi dan kepercayaan yang dibangun secara berkelanjutan. Dengan penguatan kerja sama ini, diharapkan kasus TIP dapat ditangani lebih efektif dan korban mendapatkan perlindungan yang lebih manusiawi dan menyeluruh. Keberhasilan ini tidak hanya akan menekan angka kejahatan melintasi batas tersebut, tetapi juga akan memberikan pesan kuat bahwa kerjasama internasional merupakan kunci utama dalam perdagangan manusia secara nyata dan berkelanjutan. 










1.2 Bagan alur penangkapan oleh interpol Indonesia dalam kasus human trafficking
8.  Pemulangan (Deportasi atau Ekstradisi)
- Pelaku dipulangkan ke Indonesia
-Diterima oleh Imigrasi & Polri

7. Proses Ekstradisi
- Permintaan resmi dari kemenkumham & Kejaksaan Agung
- Didukung bukti dari Polri
- Proses hukum di negara setempat

6. Ditensi sementara (Provisional Arrest) 
- Negara Penangkapan menahan pelaku
- Notifikasi ke Indonesia via NCB 

1. Pelaporan & Identifikasi kasus (Masyarakat,Lsm,Kedutaan,Intel)
5. Penangkapan di luar negeri
- Oleh kepolisian negara setempat
- Berdasarkan Red Notice Interpol
- Dikoordinasikan oleh NCB setempat

3. Verifikasi & Koordinasi Dengan Interpol Indonesia (NCB Interpol Jakarta)
- Cek data pelaku di sistem I-24/7
- Cek red notice atau yellow notice
2. Penyelidikan Awal (Polri : Dit Tipidter atau polda)
- Kumpulkan Bukti
- Identifikasi pelaku
- Cek keberadaan korban

9. Penyidikan dan penahan lanjut
- Polri melanjutkan penyidikan
- Tahapan Penuntutan ke Kejaksaan 

10. Peradilan & Putusan Hukum 
- Pengadilan Negeri 
- Vonis sesuai UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO

4. penerbitan Red Notice (jika pelaku kabur ke luar negeri)
- Diajukan oleh Polri
- Dikoordinasikn oleh NCB Interpol
- Disetujui oleh General Secretariat Interpol (Lyon)


[bookmark: _Toc209393808]BAB V  
[bookmark: _Toc203068764][bookmark: _Toc205200299][bookmark: _Toc205753768][bookmark: _Toc205765690][bookmark: _Toc209393809]KESIMPULAN
1. [bookmark: _Toc209393810][bookmark: _Toc188977361][bookmark: _Toc192540181][bookmark: _Toc203068765]Kesimpulan 
1. Perjanjian International yang dijalankan oleh International Police (INTERPOL) bersama negara anggota dalam menangani kasus human trafficking secara prinsip mengacu pada prinsip-prinsip Universal hak asasi manusia, Khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik (ICCPR). Namun, dalam praktiknya kerjasama international ini masih belum terlalu efektif dalam memberantas perdagangan manusia secara menyeluruh. Ketidaksinkronan antara kerangka hukum nasional dan komitmen international, lemahnya kapasitas penegakan hukum, serta kurangnya koordinasi lintas batas menjadi hambatan utama. 
2.  NCB – Interpol Indonesia dan Malaysia berperan penting dalam mengoordinasikan upaya penanganan dengan memfasilitasi pertukaran informasi dan intelijen. Secara struktural GBC Malindo dan MLA memberikan landasan hukum yang memadai untuk kerja sama dalam pemberantasan human trafficking. Secara praktik efektivitas ini terhambat oleh, lambatnya proses MLA, ketidak sinkronan hukum, kurangnya fokus pembahasan perdagangan orang dalam GBC dan lemahnya kapasitas penegakan hukum di wilayah perbatasan.

 
[bookmark: _Toc209393811]Saran
1. Interpol perlu mendorong seluruh negara anggotanya untuk merevisi dan menyelaraskan undang-undang nasional dengan prinsip-prinsip UDHR dan ICCPR, khususnya dalam perlindungan korban human trafficking dan penegakan keadilan terhadap pelaku. Selanjutnya, dibutuhkan system evaluasi berkala terhadap konerja NCB-Interpol dalam menangani kasus perdagangan manusia, termasuk dalam kepatuhan standar HAM Internasional, Dimana negara yang tidak memenuhi standar dapat di berikan rekomendasi atau sanksi moral melalui forum internasional. 
2. Adanya penambahan protocol khusus membahas perdagangan orang sebagai prioritas dalam pertemuan GBC Malindo, termasuk dalam pelatihan petugas yang menjaga perbatasan. Serta percepatan pada proses MLA dengan mekanisme Fast-Track untuk kasus perdagangan orang, dalam hal ini pembuatan jalur khsus permintaan bantuan hukum terkait korban dan pelaku perdagangan orang serta sinkronisasi hukum nasional pada prinsip non-punishment of victims dan victim-cetered approach sesuai UNTOC dan ICCPR.
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